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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab IV ini akan menguraikan profil informan, gambaran umum 

obyek/subyek penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil 

penelitian akan memberikan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini.  

A. Profil Informan 

Tabel 4.1 

Profil Informan  

 

Lembaga Organisasi /Institusi Nama Sebagai 

Masjid Jogokariyan Bp. W. T. R Sekretaris  

Masjid Muttaqien  Bp. H Ketua Takmir  

Masjid Muttaqien Bp. M Wakil Ketua 

Masjid Muttaqien Bp. A. R Penyetor  

Masjid Gedhe Kauman  Bp. R. W  Wakil Ketua II 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  Bp. R. S  Pakar Enterprise 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bp. A. A Pakar Akuntansi Syariah 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bp. S. A. W Pakar Akuntansi Syariah 

Universitas Islam Indonesia Bp. R. M Pakar Akuntansi Syariah 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bp. M. A  Pakar Good Governance 

Note : Nama informan dibuat inisial karena menjaga kerahasiaan identitas pribadi. 

B. Gambaran Umum Obyek / Subyek Penelitian 

1. Masjid Jogokariyan 

a. Sejarah Masjid 

Masjid Jogokariyan terletak di Kelurahan Mantrijeron, 

Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Wilayah Masjid 

Jogokariyan kental akan sejarah Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

dan Kota Yogyakarta. Dahulu daerah Jogokariyan dikenal dengan 
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tanah palungguhan (tempat tinggal) bagi prajurit Jogokariyan. Masjid 

Jogokariyan berdiri ditengah kampung Jogokariyan. 

Bermula dari mushola yang kecil yang berdiri dipojok komplek 

pasca Orde Lama. Masjid Jogokariyan dibentuk oleh kepanitiaan yang 

disusun oleh warga dan dimotori oleh Muhammadiyah Ranting 

Karangkajen. Masjid Jogokariyan berdiri diatas tanah wakaf seluas 

770 m
2
. Perkembangan mushola kecil menjadi Masjid Jogokariyan 

ditandai dengan peletakkan batu pertama bulan September tahun 

1966. Pada tahun 2002 hingga 2003 Masjid Jogokariyan direnovasi 

secara besar-besaran hingga pembangunan Islamic Center. Renovasi 

tersebut cukup memakan tempat, sehingga terjadi pertukaran dan 

pembelian tanah. Hingga akhirnya Masjid Jogokariyan berdiri di atas 

tanah sebesar 1478 m
2
 dengan ukuran bangunan 15 x 21 m

2
 dengan 3 

lantai yang dilengkapi 11 kamar penginapan dan meeting room, serta 

dapat menampung kurang lebih 1350 jamaah didalamnya. Renovasi 

tersebut menelan dana hingga 2,1 milyar rupiah. Renovasi tersebut 

juga menjadi usaha Masjid untuk menuju Masjid yang mandiri secara 

finansial. 

b. Profil Wilayah Masjid  

Kondisi Wilayah: 

Kampung :  Jogokariyan 

Kelurahan :  Mantrijeron 

Kecamatan :  Mantrijeron 
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Kota :   Yogyakarta 

Propinsi :   Daerah Istimewa Yogyakarta 

Jangkauan Dakwah: 

Rukun Warga :  4 lokasi  

Rukun Tetangga :  18 lokasi 

Jumlah Penduduk  : 3970 orang 

Jumlah KK :  887 kepala keluarga 

Jumlah Pemeluk agama islam 95% islam dan 5% non islam 

c. Profil Bangunan Masjid  

Luas Tanah :  1118 m
2
 

Bangunan : 

Lantai 1 :   387 m
2
 digunakan untuk keperluan ibadah. 

Lantai 2 :   400 m
2
 digunakan untuk ruang pertemuan. 

Lantai 3 :   170 m
2
 digunakan untuk sewa penginapan. 

d. Visi dan Misi Masjid 

Visi : Terwujudnya masyarakat sejahtera lahir bathin yang 

diridhoi Allah melalui kegiatan kemasyarakatan yang 

berpusat di Masjid. 

Misi : 

1) Menjadikan Masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat. 

2) Memakmurkan kegiatan ubudiyah di Masjid. 

3) Menjadikan Masjid sebagai tempat rekreasi rohani jamaah. 
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4) Menjadikan Masjid tempat merujuk berbagai persoalan 

masyarakat. 

5) Menjadikan Masjid sebagai pesantren dan kampus masyarakat. 

Moto :  Dari Masjid Membangun Umat 

e. Rantai Kaderisasi  

Rantai Kaderisasi Takmir Masjid Jogokariyan diambil dari akumulasi 

himpunan yang ada di Masjid, diantaranya sebagai berikut: 

1) HAMAS (Himpunan Anak-Anak Masjid) 

Terdiri dari anggota dan pengurus HAMAS. Anggota terdiri dari 

pra TK hingga kelas 6 Sekolah Dasar. Sedangkan pengurus terdiri 

dari kelas 1 Sekolah Menengah Pertama hingga kelas 2 Sekolah 

Menengah Atas. 

2) RMJ (Remaja Masjid Jogokariyan) 

Terdiri dari anggota dan pengurus mulai dari kelas 2 Sekolah 

Menengah Atas hingga sebelum menikah. 

3) KURMA (Keluarga Alumni Remaja Masjid) 

Beranggotakan mantan Remaja Masjid Jogokariyan. 

4) UMIDA (Umi Muda)  

Beranggotakan umi muda yang tergabung dalam himpunan 

UMIDA. 
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f. Mekanisme Kepengurusan Takmir  

Penyusunan Kepengurusan Takmir Masjid Jogokariyan 

diawali dengan pemilihan umum (Pemilu) Takmir yang 

diselenggarakan tiap 4 tahun sekali. Kriteria pilihan personalia 

kepengurusan takmir ini diikuti oleh warga dan jamaah Masjid 

Jogokariyan serta diotorisasi oleh Dewan Formatur. Pemilu yang 

terakhir diselenggarakan pada Januari tahun 2015 dengan membentuk 

kepengurusan baru yang tersusun atas Dewan Syuro, Ketua Umum, 

Ketua Bidang, Sekretaris, dan Bendahara, serta 25 Biro yang tersebar 

dalam 3 bidang. 
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g. Struktur Organisasi 

  Dewan Syuro  

Ketua Umum  

Sekretaris 1 

Sekretaris 2 

Ketua  

Bidang 1 

Ketua  

Bidang 2 

Ketua  

Bidang 3 

Bendahara 1 

Bendahara 2 

2. Biro Pembinaan 

RMJ 

3. Biro 

Perpustakaan 

4. Biro KAUM 

5. Biro Pendidikan 

& Kajian Islam 

2. Biro Pembinaan 

Imam & Muazin 

2. Biro Kel. Almni 

Remaja Masjid 

3. Biro Ibadah 

Jumat 

3. Biro Kbdyaan & 

Oleh Raga 

5. Biro Donor 

Darah 

5. Biro Perawatan 

Jenazah 

4. Biro Ikatan 

Keluarga Sakinah 

4. Biro 

Pembangunan 

6. Biro Peringatan 

Hari Besar Islam 
6. Biro Humas, 

Media & Tek. Info 

6. Biro Dkmntasi 

& Kearsipan 

7. Biro Keamanan 
7. Biro Kul. Subuh 

& Pemb. Jamaah 

7. Biro 

PerekonomianMsjd 

9. Biro Ziswaf 

8. Biro 

Kerumahtanggaan 

8. Biro Klinik 8. Biro Pelatihan& 

Pgmbngn Masjid 

1. Biro Pembinaan 

Hamas  

1. Biro Pembinaan 

Ibadah Haji 

1. Biro Ummida 

(Umi Muda) 

Gambar 4.1 

Struktur Kepengurusan Takmir  

Masjid Jogokariyan Th. Periode 2015-2019 

Sumber: data diolah primer 
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Tabel 4.2 

Susunan Personalia Kepengurusan  

Takmir Masjid Jogokariyan Th. Periode 2015-2019 

 

Dewan Syuro  

Ketua H.Muhammad Jazir, Asp 

Anggota Drs. H. Jufri Aryad 

 H.M. Chamid 

 H.M. Supriyanto, S.T 

Ketua Umum H.Muhammad Fanni Rahman, S.IP 

Ketua Bidang 1 Salim A. Fillah 

Ketua Bidang 2 H.Wahyu Wijayanto, S. Ag 

Ketua Bidang 3 Syubban Rizalinoor, S. Ag 

Sekretaris Wahyu Tejo Raharjo, SE 

 DR. Andre Indrawan, M. Hum 

Bendahara HM. Rizqi Rahim, ST.M.Eng 

 Amiruddin Hamzah 

Bidang 1  

Biro Pembinaan HAMAS 

Rizkibaldi, Yusha Septian, Inna 

Rachmawati, M. Syafiq Hamzah, M. 

Falakhul Insan, Reni 

Biro Pembinaan RMJ 

Muhamman Hasan Habib, Nur Santi 

Riyadh, Novita Dewi, Muhammad 

Rosyidi, ST 

Biro Perpustakaan M. Ikhlas, Isti, Liza, Jaja  

Biro KAUM dan Relawan Masjid 
Nur Rahmat S, Pak Rais, Ahmeda 

Aulia, Rahmat Aryfin 

Biro Pendidikan dan Pengkajian Islam 
drh. H. Rudiatin, Mujib, Eko Budi 

Prasetyo, Nuruddin 

Biro Humas, Media dan Tek. Informasi 

Krishna Yuniar R, Agus Triyatno, 

Anugrah Yoga, Supradiyana, Henry 

Irianto, Rio Nurtantyana, Iswahyudi, 

Bagas Wibisono, Dwi Sulasno 

Biro Perekonomian Masjid 

Cahyo Indarto, Cancer Tri Yulianto, 

Sugiarto, Agus Suprianton, Wawan, 

Hari 

Biro Klinik 

Ana Adina Patriani, dr. H. Soepangat, 

Budi Munarti, Endah Atantiasari, 

Nining, Dina, Istighfari Ayuningtyas  

Bidang 2  

Biro Pembinaan Ibadah Haji 

H.Subandi Suyuti, BcHk, H.M. 

Ikhsan, H. Dedi Suwaryo, Ibu Hj. Joko 

Waskito 

Biro Pembinaan Imam dan Muazin 
HM. Wildan Ahmad, M.Ag, H. 

Busani, Dhani TR 
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Biro Ibadah Jumat  
Noor Said Haiban, Mujib Amin, Bp. 

Jendro Wardoyo 

Biro Pembangunan 
Ridwan Shodiq, ST. H. Ali Rosadi, 

Tunggul Tejo Isworo  

Biro Perawatan Jenazah 

Muhammad Rosyidi, ST, Anjang Nur 

Rohman, Amiruddin Hamzah, 

Bambang Suryanti, Jupari, Joko 

Waskito, Ibu Sujiman, Ibu Wasto, Ibu 

Sudarminah, Sunarto, Ibu Sujono, Ibu 

Supadmi, Ibu Hj Juwariyah, Suroto 

Biro Peringatan Hari Besar Islam 
Muhammad Fibran, Aditya 

Kuskarismantoro 

Biro Kuliah Subuh dan Pemb. Jamaah 

HM. Syabani, H. Suharjono, Abdullah 

Kahfi, Furqoni, drh. Agus Abadianto, 

Bambang Wisnugroho, Ibu Siti 

Zamharoch, Ibu Sri Rahayu, Ibu Ummu 

Hanik, Ibu Dra. Alice, M Hum, Ibu 

Anis ASP, Ibu Hj Ismujadi 

Biro Kerumahtanggaan 

Sudiwahyono, Riyadi Agustono, Boy 

Supriyadi, Joko Sarwono, Ibu Djufri 

Arsyad, Ibu Tok Sutarno, Ibu Wildan 

Ahmad 

Biro Ziswaf 
Ismail Toha Putra, SH, Ridwan 

Shodiq, ST., Eko Hidayatul Fikri 

Bidang 3  

Biro Ummida 
Ibu Dini Istianan, S Psi., Ibu Indara 

Welly 

Biro Keluarga Alumni Remaja Masjid 

Anjang Nur Rohman, M. Syaiful 

Basya, SE., Bambang Priambodo, 

Wahyu Bintoro, Eryo Sasongko 

Biro Kebudayaan dan Olahraga 

DR. Andre Indrwan, Drs. H Tedhy 

Sutadi, Rusdi Harminto, Adhi 

Maryanto, Taufiq Nur Setiawan, Eko 

HP, M. Rais Rusyadi, Sugiarto 

Biro Ikatan Keluarga Sakinah 
Harmanji Suwarno, Siti Kusniatum, 

Sri Kadarwati, Siti Harjono, Suwarto 

Biro Donor Darah 
Mujiraharjo, Bagas, Zamzawi Ruslan, 

SE., Ali Riyanto, M. Diwan Sigit 

Biro Dokumentasi dan Kearsipan 
M. Agus, SE., Anugrah Yoga, Nadia 

Nurussalamah, Firda, Lutfi JKT 

Biro Keamanan 

Wahyu Widayat, Bustanul Istianto, 

Joko Purnomo, Agung SA, Mariman, 

M. Galang Wibisono 

Biro Pelatihan dan Pengmbgn. Masjid 
Syubban Rizalinoor, S. Ag,, Gustami, 

Suharyanto, SE., Haidar M. Tilmisani 

Sumber : data diolah primer 

Lanjutan Tabel 4.2 
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h. Manajemen Masjid 

Dalam menjalankan aktivitas organisasi Masjidnya, 

kepengurusan Masjid Jogokariyan memiliki manajemen yang 

dijalankan. Konsep manajemen yang diterapkan pada Masjid 

Jogokariyan sebagai berikut: 

1) Menentukan Wilayah Dakwah Masjid 

2) Melakukan Pendataan Jamaah Masjid 

3) Merencanakan Kegiatan Masjid 

4) Mensosialisasikan Kegiatan Masjid 

5) Membuat Laporan Kegiatan Masjid 

i. Sumber Dana Masjid 

Masjid Jogokariyan menghimpun dana dari berbagai sumber, 

sumber dana tersebut dihimpun oleh kepengurusan Masjid 

Jogokariyan. Sumber dana Masjid Jogokariyan diantaranya sebagai 

berikut:  

1) Infaq Subuh 

Infaq subuh diberikan mustahiq yang menunaikan ibadah sholat 

subuh di Masjid Jogokariyan. 

2) Infaq Jumat 

Infaq jumat diberikan mustahiq yang menunaikan ibadah sholat 

jumat di Masjid Jogokariyan. 
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3) Infaq Parkir 

Infaq parkir diberikan mustahiq yang menitipkan kendaraan 

dihalaman Masjid Jogokariyan. 

4) Pendapatan Penginapan Islamic Center 

Perolehan pendapatn ini didapatkan dari dana emasukan 

penginapan dari tamu yang menginap, serta dari donatur untuk 

pembangunan Islamic Center. 

5) Shodaqoh Beras dan Uang 

Shodaqoh disini sibagi menjadi dua antara lain shodaqoh beras 

dan shodaqoh uang.  

6) Infaq dan Donatur Lain 

Infaq tersebut bersifat insidental sebab, diberikan secara 

mendadak pada saat kunjungan atau ada acara yang 

diselenggarakan oleh Masjid Jogokariyan. 

7) Pendapatan lain 

Pendapatan lain berasal dari hasil penjualan unit bisnis yang 

dikelola oleh Masjid, selain itu juga iklan ramadhan, seminar, dan 

kampung ramadhan. 
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j. Pola Pendanaan Masjid 

1) Gerakan Infaq Sisa Saldo Nol Rupiah 

Takmir Masjid Jogokariyan membuat pola pendanaan 

Masjid berbeda dengan Masjid lainnya. Takmir Masjid 

Jogokariyan mempunyai konsep pola pendanaan yang sangat unik 

yaitu mengumumkan saldo infaq sama dengan nol. Konsep 

tersebut memberikan makna bahwa Takmir Masjid Jogokariyan 

menyalurkan saldo infaq pada kemashlahatan umat. 

2) Gerakan Jamaah Mandiri  

Tahun 2005 Takmir Masjid Jogokariyan mempelopori 

Gerakan Jamaah Mandiri. Gerakan jamaah mandiri tersebut 

didapatkan dari perhitungan jumlah biaya setahun yang diketahui 

dibagi dengan 52 minggu. Setelah diperoleh hasil setiap peannya 

lalu dibagi dengan kapasitas Masjid. Gerakan Jamaaah Mandiri ini 

menuai kesuksesan hinga 400%. Laporan pertanggungjawaban 

atas Gerakan Jamaah Mandiri tersebut sangat terbuka. Berikut 

langkah perhitungan biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-

masing jamaah setiap harinya : 
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a) Menghitung pengeluaran selama satu tahun 

Tabel 4.3 

Pengeluaran Rutin Masjid Jogokariyan Tahun 2000-2003 

 

Pengeluaran Perbulan Total / th 

Listrik Rp            250.000 Rp           3.000.000 

Air Rp              35.000 Rp              420.000 

HR Kebersihan Rp            425.000 Rp           5.100.000 

Khotib Jumat Rp              50.000 Rp             2.400.00 

Minuman Shubuh Rp                   500 Rp           6.000.000 

Minuman Jumat  Rp           6.000.000 

HR Pengajian   Rp         14.400.000 

Perawatan Masjid  Rp           5.880.000 

Jumlah  Rp         43.200.000 

Sumber : data diolah primer 

b) Membagi perhitungan tersebut menjadi perbulan dan perpekan 

Perhitungan perbulan = Rp 43.200.000  = Rp 3.600.000 

    12 Bulan 

Perhitungan perpekan = Rp 3.600.000  = Rp 900.000 

     4 Minggu 

      

c) Mengetahui kapasitas Masjid 

Kapasitas Masjid = 600 jamaah 

d) Menghitung pengeluaran perpekan dengan kapasitas Masjid 

Perhitungan kapasitas = Rp   900.000   = Rp 1.500/jamaah 

     600 Jamaah 

e) Hasil perolehan 

Perolehan pengeluaran yang diinfaqkan oleh masing masing 

jamaah sebesar Rp 1.500/jamaah. 
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k. Praktik Penyaluran Dana Masjid 

Masjid Jogokariyan mengutamakan kemashlahatan umat 

dengan menyejahterakannya. Sesuai dengan Moto Masjid Jogokariyan 

“Dari Masjid Membangun Umat” yang memberikan arti bahwa 

kemakmuran Masjid Jogokariyan berdasar dengan kesejahteraan 

umat. Praktik penyaluran dana dialirkan ke berbagai program, antara 

lain: 

1) Poliklinik bersubsidi 

2) Lumbung Masjid 

3) Shadaqoh beras 

4) Beasiswa pendidikan bagi jamaah kurang mampu 

5) Pinjaman modal unit usaha 

6) Pengadaan kursi bagi jamaah yang sudah renta maupun sakit  

7) Bencana alam 

2. Masjid Muttaqien 

a. Sejarah Masjid  

Masjid Muttaqien terletak di Jalan Pabringan No. 14 sebelah 

selatan Pasar Beringharjo Kelurahan Ngupasan Kecamatan 

Gondomanan Yogyakarta. Masjid Muttaqien dibangun mulai bulan 

Mei 1962 di atas tanah pemerintahan. Berawal dari berdirinya Pasar 

Beringharjo sebagai pusat perdagangan terbesar di Yogyakarta yang 

dibangun pada masa penjajahan Belanda tahun 1925, tanpa dilengkapi 

tempat beribadah bagi umat Islam.  
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Beberapa tahun setelah berdirinya Pasar Beringharjo, 

dibangunlah tempat ibadah dengan ukuran 2 x 3 m
2
 didekat los daging 

yang tentunya aromanya mengganggu peribadatan. Berjalannya 

waktu, setelah melewati beberapa kali proses renovasi hingga saat ini 

berdirilah Masjid Muttaqien diatas tanah seluas ± 1200 m
2
 pada 

tanggal 16 Januari 1993.  

b. Profil Wilayah Masjid 

Kondisi Wilayah 

Kampung :  Beringharjo 

Kelurahan :   Ngupasan  

Kecamatan :  Gondomanan 

Kota :   Yogyakarta 

Provinsi :   Daerah Istimewa Yogyakarta  

Jangkauan Dakwah : Pedagang dan umat Islam 

c. Profil Bangunan Masjid 

Luas Bangunan :  ± 1200 m
2 

Bangunan : 

Lantai 1 : Aula, ruang kantor takmir, ruang kesehatan/poliklinik, 

ruang penjaga, gudang, tempat wudhu, kamar mandi. 

Lantai 2 : Tempat sholat, ruang perpustakaan. 
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d. Visi dan Misi Masjid 

Visi : Terwujudnya Masjid yang nyaman, makmur, dapat 

mencukupi kebutuhan umat serta kebutuhan Masjid 

lainnya. 

Misi : Memakmurkan Masjid dengan menggerakkan jamaah agar 

tidak menunda waktu sholat. 

e. Rantai Kaderisasi 

Rantai Kaderisasi pada Masjid Muttaqien berbeda dengan 

Masjid lainnya. Kepengurusan Masjid Muttaqien telah berlangsung 

selama ± 20 tahun. Hal ini disebabkan kepengurusan sejak awal 

hingga sekarang masih utuh. Kepengurusannya pun tidak berubah 

secara keseluruhan, hanya menggantikan yang anggota yang sudah 

berumur maupun meninggal dengan yang baru. Strategi kaderisasi 

yang sedang diupayakan dalam bentuk menarik calon agar mau 

menjadi kepengurusan Masjid serta melakukan bimbingan fungsi 

masing-masing struktur kepengurusan. Oleh karena itu, rantai 

kaderisasi pada Masjid Muttaqien masih sangat simpel dan sederhana.  

f. Mekanisme Kepengurusan Takmir 

Kepengurusan Takmir yang sudah tersusun sejak awal 

berdirinya Masjid Muttaqien sehingga tidak ada syarat mutlak untuk 

menjadi kepengurusan selanjutnya. Restrukturisasi kepengurusan yang 

disebabkan oleh salah satu takmir sudah berumur atau meninggal, 
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biasanya dilakukan dengan musyawarah. Dengan berdasarkan prinsip 

keterbukaan dan amanah, pemilihan kepengurusan biasa dilakukan. 

g. Struktur Organisasi Masjid 

Tabel 4.4 

Susunan Kepengurusan  

Personalia Takmir Masjid Muttaqien 

 

Penasehat H.M. Muchlas Abror 

 Drs. H. Zamzuri Umar, M.Pd 

 Drs. H. Sunardi Syahuri 

Ketua I H.M. Hadjid Busyairi 

Ketua II H.Mustofa Jianto 

Sekretaris I Drs. H. M. Edi Gunawan 

Sekretaris II Afton Rauf 

Bendahara I H.M Yunan Nuwairi 

Bendahara II H.Sajad Syamsuri 

Sumber : data diolah primer 

h. Manajemen Masjid 

Dalam menjalankan aktivitas organisasi Masjidnya, 

kepengurusan Masjid Muttaqien memiliki manajemen yang 

diimplementasikan. Konsep manajemen yang diterapkan oleh 

kepengurusan pada Masjid Muttaqien yaitu dengan perancangan 

program kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap waktu yang telah 

disepakati dengan warga. Adanya kegiatan tersebut juga atas 

permintaan warga mengenai kebutuhan rohani seperti pengajian. 
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i. Sumber Dana Masjid 

Masjid Muttaqien menghimpun dana dari berbagai sumber, 

sumber dana tersebut dihimpun oleh kepengurusan Masjid Muttaqien. 

Sumber dana Masjid Muttaqien diantaranya sebagai berikut:  

1) Infaq Jumat 

Infaq jumat diberikan mustahiq yang menunaikan ibadah sholat 

jumat di Masjid Muttaqien.  

2) Infaq Dhuha/Sabtu 

Infaq Dhuha/Sabtu diberikan mustahiq yang menunaikan ibadah 

sholat jumat di Masjid Muttaqien.  

3) Infaq Harian 

Infaq harian diberikan mustahiq yang menunaikan ibadah sholat 

di Masjid Muttaqien. 

4) Pendapatan Penitipan Sandal dan Sepatu 

Pendapatan ini diberikan mustahiq yang menitipkan sandal atau 

sepatu pada tempat penitipan sandal dan sepatu di Masjid 

Muttaqien. 

j. Pola Pendanaan Masjid  

Pola pendanaan Masjid Muttaqien masih sangat sederhana. 

Dana yang dihimpun oleh Masjid Muttaqien dikelompokkan sesuai 

dengan jenis infaq yang diperoleh. Pengelompokkan tersebut memiliki 

tujuan tertentu, yaitu bertujuan agar kepengurusan dapat menyalurkan 

langsung sesuai tujuannya. Pengelompokkan tersebut antara lain: 
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1) Infaq Jumat 

Infaq Jumat diberikan mustahiq yang menunaikan ibadah 

sholat Jumat di Masjid Muttaqien. Infaq ini dikumpul dan 

dihitung setiap selesainya sholat Jumat oleh takmir Masjid. Infaq 

ini digunakan untuk memenuhi pengeluaran operasional Masjid 

seperti membayar air dan listrik.  

2) Infaq Sabtu/Dhuha 

Infaq Dhuha/Sabtu diberikan mustahiq yang menunaikan 

ibadah sholat Dhuha di Masjid Muttaqien. Infaq ini dikembalikan 

lagi kepada umat, maksud dikembalikan lagi yaitu dana yang 

dihimpun akan disalurkan kepada yang membutuhkan 

pertolongan. Biasanya dana tersebut digunakan untuk membantu 

korban kebakaran, Rohingya, bencana alam, dan beasiswa bagi 

pelajar kurang mampu. Besarnya beasiswa yang biasa diberikan 

berbeda-beda. Untuk pelajar kurang mampu tingkat Sekolah 

Dasar diberikan sebesar Rp 150.000,00.-, sedangkan untuk pelajar 

tingkat Sekolah Menengah Atas diberikan sebesar Rp 

200.000,00.- 

3) Infaq Harian 

Infaq Harian diberikan mustahiq yang menunaikan ibadah 

di Masjid Muttaqien. Infaq ini dikumpul dan dihitung setiap hari 

oleh takmir Masjid. Infaq ini digunakan untuk memenuhi 

pengeluaran rutin Masjid yang nilainya tidak telalu besar. 
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k. Praktik Penyaluran Dana Masjid 

Praktik penyaluran dana pada Masjid Muttaqien berupa  

kemaslahatan umat Islam. Kemaslahatan umat Islam diwujudkan 

dalam bentuk pemberian beasiswa kepada pelajar yang kurang 

mampu, korban kebakaran, Rohingya, dan bencana alam. Dana yang 

disalurkan tersebut bersumber dari dana yang telah dikumpulkan dan 

dihitung setiap harinya oleh takmir Masjid Muttaqien. 

3. Masjid Gedhe Kauman 

a. Sejarah Masjid 

Masjid Gedhe Kauman adalah Masjid tertua yang dibangun 

oleh Kerajaan Islam Ngayogyokarto Hadiningrat atau Kasultanan 

Yogyakarta. Masjid Gedhe Kauman dibangun setelah Sri Sultan 

Hamengku Buwana I membangun kraton baru, sebagai pusat 

pemerintahan baru atas perundingan Giyanti tanggal 13 Februari 

1755. Maka pada tahun 1773 M, Sri Sultan Hamengku Buwana I 

berhasil membangun Masjid yang diberi nama Masjid Gedhe, 

kemudian Masjid tersebut dikenal dengan nama Masjid Masjid 

Agung, Masjid Besar, bahkan pada akhir ini ditetapkan sebagai 

Masjid Raya Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi Masjid Gedhe 

Kauman yaitu disebelah barat laut Kraton Yogyakarta, juga disebelah 

barat Alun-alun Yogyakarta. 

Dalam rangka memakmurkan Masjid Gedhe Kauman, 

Kepengurusannya dipegang oleh Penghulu Kraton, dibantu oleh 
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Ketib, Modin, Merbot, dan Abdi Dalem Pamethakan serta Abdi 

Dalem Kaji Selusinan, dan Abdi Dalem Barjamangah. Beliau semua 

ditempatkan dilingkungan sekitar Masjid Gedhe, yang kemudian 

berkembang hingga menjadi sebuah kampung yang dinamakan 

Pakauman (tempat para Kaum atau Penegak Agama). Oleh sebab itu 

Masjid Gedhe Kauman menjadi makmur, sebagai pusat berjama’ah 

dan juga sebagai pusat kajian serta pengadilan agama Islam di 

Yogyakarta. 

b. Profil Wilayah Masjid 

Luas Tanah : 16000 m
2 

Luas Bangunan : 2578 m
2 

Batas Lokasi  

Utara : Jalan KH Ahmad Dahlan 

Barat : Jalan Nyai Ahmad Dahlan atau Jalan Gerjen 

Timur : Jalan Pekapalan dan Jalan Trikora 

Selatan : Jalan-jalan Kauman 

c. Profil Bangunan Masjid 

Masjid Gedhe Kauman memilki bangunan khas tradisional 

Jawa, yaitu beratap tumpang tiga, dengan mustaka menggambarkan 

daun kluwih dan gadha. Bentuk khas tersebut memiliki makna 

tersendiri. Bentuk atap tumpang tiga memiliki makna bahwa tahapan 

kehidupan manusia terdiri dari Hakikat, Syari’at, dan Ma’rifat. Makna 

daun kluwih yaitu memliki kelebihan yang sempurna, sedangkan 
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gadha memiliki arti tunggal dimana menyembah Tuhan Yang Maha 

Esa. Makna tersebut secara keseluruhan dapat diarikan bahwa apabila 

manusia sudah sampai Ma’rifat, hanya menyembah kepada Allah 

SWT, maka manusia itu punya kelebihan kesempurnaan hidup. Oleh 

sebab itu siapa saja yang ikhlas ke Masjid untuk ibadah kepada Allah 

SWT, maka selamat dunia akhiratnya. Bangunan Masjid Gedhe 

Kauman terdiri dari beberapa ruang antara lain : 

1) Ruang Utama merupakan ruang inti yang letak lantainya paling 

tinggi sebagai ruang untuk ibadah sholat, terutama untuk sholat 

rawatib. Ruangan ini dilengkapi beberapa sarana antara lain: 

a) Pangimaman yaitu tempat imam berdiri untuk memimpin 

sholat atau biasa disebut dengan Mihrab. 

b) Maksura yaitu tempat pengaman sholat raja. Letak dari 

maksura sendiri ada di samping kiri belakang mihrab, terbuat 

dari kayu jati bujur sangkar, beram kotak-kotak, di samping 

kanan dan kiri terdapat tombak dan didalamnya berlantai 

marmer lebih tinggi dari yang diluar. 

c) Mimbar yaitu tempat khotib menyampaikan khotbah 

jumah.letak dari mimbar sendiri ada di belakang mihrab. 

Mimbar dibuat dari kayu jati berhiaskan ukiran indah bentuk 

ornamen stilir tumbuhan dan bunga di prada emas.  

d) Shaf Sholat merupakan garis yang mengatur jamaah sholat 

agar mengarah ke kiblat, dan lurus sehingga rapi. Bermula 
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kiblat mengarah ke barat, namun ternyata arah kiblat agak 

serong ke utara, maka garis shof dipelopori oleh KH Ahmad 

Dahlan ke arah yang sebenarnya. 

2) Pawestren merupakan ruangan khusus untuk sholat berjamaah 

kaum perempuan, tepatnya disebelah selatan bangunan inti 

Masjid. 

3) Yatihun merupakan ruangan khusus untu istirahat para ulama, 

khotib, dan merbot. Selain itu digunakan untuk musyawarah 

membiarakan persoalan agama. Lokasinya berada di samping 

utara inti Masjid. 

4) Blumbang merupakan kolam melingkar di muka Serambi Masjid. 

Besarnya kurang lebih 8 merer, dengan kedalaman 3 meter, yang 

memiliki fungsi sebagai tempat untuk bersuci dan berwudhu 

sebelum masuk Masjid. Namun seiring berkembangnya zaman, 

kolam tersebut sekedar hiasan, yang lebarnya tinggal 2 meter dan 

memiliki kedalaman hanya 0,75 meter yang melingkar dimuka 

serambi. 

5)  Serambi merupakan beranda yang terletak di sebelah timur 

Masjid. Serambi ini digunakan untuk tempat shoat apabila Masjid 

penuh tidak dapat menampung jamaah lagi didalamnya. Disisi 

lain juga digunakan sebagai tempat dakwah, pengajian, serta 

difungsikan sebagai Mahkamah Al Kabiroh. Uniknya pada tiang 

di bagian serambi terkesan glamour dengan berbagai ragam hias 
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yang dicat warna-warni dan diprada emas, serta dilengkapi 

kaligrafi “Ar-Rahmaan” dan “Muhammad” yang diwujudkan 

dalam bentuk stilir tumbuhan. 

6) Benteng Masjid merupakan bangunan tembok melingkari Masjid. 

Benteng ini terletak pada bagian muka agak pendek, dan setiap 

gerbang masuk Masjid di kanan dan kirinya terdapat hiasan 

“Buah Waluh” yang maknanya menyebutkan nama Allah SWT 

agar selalu ingat pada Allah SWT. 

7) Pasucen merupakan tempat permulaan suci, letaknya memanjang 

ke timur seperti doorlop. Pasucen ini digunakan sebagai jalan 

utama Sultan masuk Masjid Gedhe Kauman. 

8) Pagongan yang terletak pada sisi kanan dan kiri bagian dalam 

plataran Masjid Gedhe. Pagongan ini merupakan tempat Gamelan 

Sekaten dibunyikan setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad 

SAW. Yang biasa diselenggarakan oleh Sri Sultan bersama rakyat 

Yogyakarta. 

9) Pajagan merupakan tempat prajurit kraton berjaga keamanan 

Masjid. Gedung ini terletak di samping kanan dan kiri Gapura. 

Namun pada saat ini digunakan untuk perpustakaan Masjid dan 

tempat pertemuan. 

10) Gapura atau Regol merupakan pintu utama memasuki kompleks 

Masjid. Gapura ini berbentuk Semar Tinandu, yang mengandung 

makna bahwa para ulama mang-Islamkan masyarakat yang 
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hendak melihat dan mendengarkan bunyi gamelan di plateran 

Masjid.  

d. Visi dan Misi Masjid 

Visi : Pelayanan Jamaah dengan mewujudkan Masjid sebagai 

tempat beribadah, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat 

informasi. 

Misi : Menjalankan Kegiatan Rutin, Kegiatan Periodik, 

Kegiatan Insidentil, serta fungsi sosial. 

e. Rantai Kaderisasi 

Rantai kaderisasi pada Masjid Gedhe Kauman memiliki 

keunikan tersendiri. Bermula dari Sultan Hamengku Buwomo I yang 

sedang mengumpulkan para ulama disekitar Masjid. Kawasan 

pemukiman sekitar Masjid Gedhe biasa disebut dengan Pakauman. 

Selain itu, Sultan Hamengku Buwono I juga mengumpulkan ahli 

agama atau ketib/penghulu yang menetap diMasjid tersebut. Disisi 

lain Sultan telah menyiapkan 40 abdi dalem yang diperintahkan untuk 

memakmurkan Masjid tersebut. Oleh karena itu lingkungan disekitar 

disebut dengan Pakauman sebab, orang-orang yang tinggal disekitar 

Masjid tersebut adalah orang yang menegakkan ajaran Islam yang 

dikenal dengan Qaaimuddin atau Pakauman. 

Pemilihan dan penempatan abdi dalem oleh Sultan biasa 

disebut dengan Pamethakan yang memiliki tugas bidang keagamaan. 

Zaman dahulu Kampung Kauman dibagi menjadi 9 ketib atau 
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penghulu untuk mengurus dan membawahi urusan agma. Seiring 

dengan berkembangnya zaman komunitas santri di Kauman semakin 

berkembang dalam ikatan persaudaraan dan keagamaan. 

f. Mekanisme Kepengurusan Takmir 

Kepengurusan Takmir pada Masjid Gedhe Kauman 

berlangsung sejak 40 tahun yang lalu langsung dipilih oleh pihak 

Penghulu, namun bergulirnya waktu Kepengurusan memiliki syarat 

mutlak yang kemudian sepengetahuan pihak Kraton dan Penghulu. 

Kepengurusan Takmir Masjid khusus mengurus kegiatan yang 

berhubungan dengan peribadatan umat Islam di Masjid Gedhe 

Kauman. Dalam 1 periodenya kepengurusan ini mengabdi selama 5 

tahun. Kepengurusan Takmir menjalankan kegiatan rutin yang telah 

direncanakan bersama dengan sepengetahuan dan pengawasan Kraton 

dan Penghulu. Kepengurusan Takmir dibagi menjadi beberapa bidang 

yaitu Bidang Ibadah, Pendidikan dan Dakwah, Humas dan Informasi, 

Rumah Tangga, Pembangunan dan Pemeliharaan, Kesejahteraan 

Sosial dan Kemasyarakatan, dan Remaja Masjid. Sehingga dalam 

menjalankan roda kegiatannya lebih mudah dan terbantu. Mengenai 

syarat utama menjadi kepengurusan takmir pada Masjid Gedhe 

Kauman diantaranya yaitu jamaah aktif Masjid Gedhe Kauman, warga 

Kauman, satu pemahaman. Selain itu syarat umum sebagaimana 

mestinya menjadi umat Islam yang taat pada syariat Islam dan 

menjauhi larangan.  
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g. Struktur Organisasi Masjid 

Tabel 4.5 

Susunan Kepengurusan Personalia Takmir  

Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta Th. Periode 2015-2020 

 

Penasehat KRT H A Muchsin Kamaludiningrat 

 H Abunda Farouq 

 H Budi Setiawan, ST 

Ketua Umum Ir. H Azman Latief 

Wakil Ketua 1 Drs. M Ibban Badawi 

Wakil Ketua 2 Rohib Winastuan, B.Sc 

Sekretaris Umum Ir. Arief Purwanto 

Sekretaris 1 Ridwan Wicaksono, ST 

Sekretaris 2 Joko Purwadi, S.Si, M.Sc 

Bendahara Umum Cipto Budi Wibowo 

Bendahara 1 (Penerimaan) H Yuliusman Kadar 

Bendahara 2 (Pengeluaran) H Jujuk Inhari Edi 

Biro  

Bidang Ibadah  

Ketua Drs M Zamron Aslam 

Sie Urusan Imam Drs Muh Helmy AS 

 H Badruzzaman 

Sie Urusan Khotib H Muhammad Djusam 

Sie Urusan Mu’adzin Sunodo 

 H Ediyanto 

Sie Urusan Tatib Jamaah  Gatot Supriyanto 

 Zaim Muwafik 

Bidang Pendidikan dan 

Dakwah 

 

Ketua Drs H Syaifudi Hadi 

Sie Pendidikan dan Kajian H Ngaliman, S.Pd.I 

 Syahrir, S.Psi 

 Bagus Wildani S.Pd 

Sie Dakwah dan Hari Besar Drs H Hamid Nurhadi 

 Kasyadi, S.Sos 

 Arif Barata 

Sie Perpustakaan Fikri Nur Iman 

 Habib Burhan, S.Th.I 

Bidang Humas dan Informasi  

Ketua H M Fursan, S.E 

Sie Pendataan Afri Purwanto 

 Arfan Darwanto 

Sie Pengembangan Jaringan Fathoni, A. Md 

 Sakri Sapto Nugroho 
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Sie Pengelola Website Irwan Santosa 

 Thoriq bin Muqoffa 

Sie Komunikasi dan Informasi H Adieb Uswar 

 Azka Ramadhan 

 Teguh Ariwibowo, S.S 

Bidang Rumah Tangga   

Ketua Drs H Asnawi Asdi Nardju, M.Si 

Sie Urusan Dalam M Waslan Aslam 

 H M Hartono 

Sie Urusan Akomodasi & 

Konsumsi 

H Fauzi Djaziem 

Sie Keamanan Edi Purnomo, S.Pd 

Sie Keputrian Lies Zamron 

 Iswandari 

Bid. Pemb & Pemeliharaan  

Ketua Ir H Munichy Bachron Edrees, 

M.Arch 

Sie Perencanaan & Pemb. Sar-

Pras 

Ir Rahmanto Tri Yogo Utomo 

 Drs H M Syafril Nursyiwan, MM 

Sie Operasional Sarana & 

Prasarana 

Ir Irianto Cahyo Utomo 

 Saiful Bahri 

Sie Pemeliharaan Sarana & 

Prasarana 

Drs M Chawari, MM 

 Priyo Twiharsanto, ST 

Sie Lansekap Drs M Shaifuddin, M.Pd 

 Dika, S.T 

Bid. Kes Sos & Kemasyarktn  

Ketua  M Yusuf Fauzani 

Sie Kessosmas Internal M Untung Herbianto 

 Masyhuri B, S.Ag 

 Alfian Rizky, S.E 

Sie Kessosmas Eksternal Ari Yulistiono, B.SC, S.IP 

 Pramudya 

Bidang Remaja Masjid   

Ketua Raditya Alvian Tono 

Anggota Robbi Kurniawan Prabowo 

 Muhammad Esa P 

 Handis Haras 

 Wuri Yuli Adhani 

 Nurafinda Hani 

 Faza Maulida 

 Ahsanul Hakim  

Sumber : data diolah primer 

Lanjutan Tabel 4.5 
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h. Manajemen Masjid 

Masjid Gedhe Kauman merupakan Masjid milik Kraton 

Yogyakarta. Pengelolaan Masjid dilakukan oleh abdi dalem Pengulon. 

Abdi dalem Pengulon bertugas dan bertanggung jawab terhadap 

pengelolaan Masjid. Sedangkan kepengurusan takmir bertanggung 

jawab dalam kegiatan peribadatan. Mengenai manajemen Masjid 

dikelola oleh kepengurusan takmir. Pengelolaan dana yang masuk dari 

jamaah semua dikelola oleh kepengurusan takmir. 

Dalam pengelolaannya kepengurusan takmir telah memiliki 

kegiatan periodik, kegiatan rutin, kegiatan insidental, dan fungsi 

sosial. Pengelolaan keuangan dikelola secara terpusat atau sentralisasi. 

Dimana terdapat tiga bendahara diantaranya bendahara umum, 

Bendahara I (penerimaan), dan Bendahara II (pengeluaran). Sehingga 

keperluan kegiatan yang menyangkut mengenai dana  harus 

sepengetahuan Bendahara Umum dan dikomunikasikan bersama 

kepada kepengurusan inti. 

i. Sumber Dana Masjid 

Sumber dana Masjid Gedhe Kauman berasal dari jamaah. 

Pemasukan dari jamaah tersebut diantaranya berasal dari infaq harian, 

infaq jumatan, infaq kamar mandi, kotak kamar mandi, infaq 

ramadhan. Sumber dana yang dihimpun oleh kepengurusan takmir 

Masjid Gedhe Kauman nantinya digunakan sebagai penggerak roda 

kegiatan yang telah diagendakan. Kegunaan dana tersebut diantaranya 
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digunakan sebagai pembayaran listrik dan air, pengelolaan sarana dan 

prasarana, bulanan marbot, konsumsi kegiatan baik kegiatan seperti 

pengajian maupun penyediaan takjil gratis saat bulan ramadhan. 

j. Pola Pendanaan Masjid  

Masjid Gedhe Kauman memiliki pola pendanaan sentralisasi 

yaitu terpusat. Pendanaan pada Masjid Gedhe Kauman dikelola 

dengan teratur. Perencanaan kegiatan dilakukan diawal tahun dengan 

agenda rapat tahunan, sehingga kegiatan rutin, kegiatan periodik, 

kegiatan insidental, serta kegiatan sosial diatur dengan ketat dan 

padat. Pengelolaan dana satu tahun sebelumnya juga digunakan 

sebagai acuan dalam pendanaan tahun berikutnya. Selain dari jamaah 

pendanaan Masjid Gedhe Kauman didapatkan dari donatur. Donatur 

tersebut datang pada saat bulan Ramadhan maupun kepengurusan 

yang menyebarkan proposal kegiatan baik melalui surat maupun 

media sosial. Sampai saat ini, apabila dilihat dari penyebaran proposal 

kegiatan melalui surat maupun sosial media, hasil ynang didapatkan 

cenderung lebih banyak melalui sosial media. 

Disisi lain sebagai Masjid Raya banyak sekali sebenarnya yang 

ingin membantu dan bekerja sama dalam mengatur kegiatan rutin di 

Masjid Gedhe Kauman, namun kepengurusan takmir Masjid Gedhe 

Kauman sangat independensi dalam memilah kerja sama tersebut. Hal 

tersebut disebabkan Masjid Gedhe Kauman sebagai Masjid Raya 

memiliki jamaah yang dapat dikatakan banyak sehingga apabila 
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kepengurusan takmir terlalu lengah atau bekerja sama kesana kemari 

disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu yang kurang bertanggung 

jawab maupun mementingkan kepentingan pribadinya. 

k. Praktik Penyaluran Dana Masjid  

Penyaluran dana Masjid Gedhe Kauman yang dilakukan oleh 

kepengurusan takmir melalui kegiatan sosial. Kegiatan sosial sesuai 

yang ada pada misi Masjid Gedhe Kauman, kegiatan sosial tersebut 

biasanya diwujudkan dalam bentuk memberikan bantuan pada 

lingkungan sekitar yang benar-benar membutuhkan secara rutin setiap 

bulan. Selain itu juga kepengurusan takmir memberikan bantuan tidak 

dengan sembarangan melainkan benar-benar melalui pengamatan. 

Disisi lain penyaluran dana tersebut juga disalurkan melalui proposal 

dari luar namun diutamakan disalurkan lingkungan sekitar Masjid 

Gedhe Kauman. 

C. Pembahasan 

1. Indikator Manajemen Keuangan dari Perspektif Pakar 

Pada penelitian ini informan yang berhasil diwawancarai adalah 5 

orang sesuai dengan target. 5 orang informan tersebut merupakan orang 

yang berkompeten dalam manajemen Masjid yang disebut sebagai pakar, 

diantaranya adalah Bapak R. S, Bapak A. A, Bapak S. A. W, Bapak R. M, 

dan Bapak M. A. 

Pada awal mula wawancara peneliti mengajukan pertanyaan 

kepada kelima orang yang berkompeten ini atas opini mereka mengenai 
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manajemen keuangan Masjid yang seharusnya. Menurut Bapak R. S 

manajemen menjadi sebuah dasar berkembang atau tidaknya suatu 

organisasi. Organisasi tersusun atas beberapa orang yang menjalankan 

roda organisasi tersebut melalui manajemen yang dikelola. Terdapat 

langkah yang harus ditempuh untuk mengimplementasikan strategi pola 

manajemen keuangan yang dikelola secara profesional, antara lain:   

  

Sumber: data diolah primer 

 

 

Uraian penjelasan: 

a) Plan, pada langkah ini dilakukan penganggaran dana yang terdiri 

pengalokasian dan peyaluran dana. 

b) Do, pada langkah ini membahas mengenai mekanisme pencairan 

anggaran sesuai dengan prosedur penerimaan hingga proses 

pertanggung jawaban. 

c) Check, pada langkah ini membahas mengenai pelaporan, pelaporan 

internal maupun pelaporan eksternal. Pelaporan eksternal dapat 

berupa buletin yang diberikan kepada jamaah, sedangkan pelaporan 

internal berupa rekap laporan Masjid mengenai aset dan lainnya. 

Plan 

Do 

Check 

Action 

 

Gambar 4.2 

Strategi Manajemen Keuangan 
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d) Action, pada langkah ini membahas mengenai sebuah proses 

kegiatan dan perbaikan atau evaluasi secara terus menerus agar 

sesuai kebutuhan bukan keinginan. 

Berbeda dengan pandangan Bapak R. S, Bapak A. A memiliki 

opini pribadi atas pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti mengenai 

manajemen keuangan yang seharusnya diterapkan oleh Masjid. Menurut 

Bapak A. A pengelolaan pada Masjid yang bagus tidak berdasar hanya 

pada manajemen (idarah) melainkan juga kemakmuran (imarah), dan 

pemberdayaan jamaah (ri’ayah). Ketiga hal tersebut telah merupakan hal 

yang saling terkait karena saling berpengaruh. Namun 

pengimplementasian manajemen pada masing-masing lembaga tidak bisa 

sama. Hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dan alasan. 

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan kepada ahli pakar lain 

yaitu kepada Bapak R. M mengenai opini beliau atas manajemen 

keuangan yang ada pada organisasi nirlaba dan organisasi profit. Menurut 

Bapak R. M organisasi nirlaba dengan organisasi profit memiliki pola 

manajemen keuangan yang hampir sama, satu perbedaan yang mendasar 

yaitu kultur. Secara geografis, organisasi nirlaba seperti Masjid memiliki 

ruang lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan dengan organisasi 

profit. Perbedaan yang mendasar pada kultur diwujudkan dalam bentuk 

kepengurusan takmir pada Masjid dan staf atau karyawan pada organisasi 

profit. Pada Masjid kepengurusan takmir tersusun atas beberapa orang 

begitu pula dengan staf pada organisasi profit, namun hal tersebut tampak 
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berbeda ketika kepengurusan takmir tidak digaji atau terjun sebagai 

volunter pada Masjid tersebut berbeda dengan sebaliknya apabila staf atau 

karyawan yang rutin setiap bulan diberikan upah. Oleh karena sifatnya 

yang volunter maka terdapat sisi kelemahannya yaitu mengenai komitmen 

seseorang. Sifatnya yang volunter menjadikan komitmen bukan sebagai 

pengikat harus bekerja secara profesional. Mengukur komitmen satu 

orang dengan yang lainnya sangat sulit. Ada seseorang yang memiliki 

komitmen yang tinggi dan ada pula yang rendah. Berbeda halnya dengan 

staf atau karyawan yang ada pada organisasi profit yang diberikan upah, 

yang dituntut dapat bekerja secara profesional. Hal tersebut bisa 

diterapkan pada organisasi nirlaba seperti Masjid, sehingga pada Masjid 

terdapat kepengurusan takmir dan staf atau karyawan tetap yang diberikan 

upah. Tugas staf atau karyawan tetap pada Masjid tersebut yaitu sebagai 

kepanjangan tangan dari kepengurusan takmir, sehingga tujuan organisasi 

Masjid dapat tercapai. 

Membentuk dan mengimplementasikan strategi manajemen pada 

suatu organisasi, ditentukan dari kebutuhan organisasi tersebut. selain itu 

juga melihat dari ruang lingkup personalia yang mendukung untuk 

mampu mengimplementasikan strategi manajemen yang telah 

direncanakan. Oleh karena itu dibutuhkan kriteria untuk mengatur pola 

manajemen keuangan pada Masjid secara profesional antara lain: 

a) Adanya staf atau karyawan tetap pada Masjid yang mengatur 

aktivitas Masjid. 
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b) Adanya pendokumentasian dana zakat, infaq, dan shadaqah. 

c) Adanya pemisahan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi. 

d) Adanya program kegiatan rutin, periodik, dan insidental. 

e) Adanya perencanaan anggaran, realisasi anggaran, dan laporan 

keuangan. 

f) Adanya proses kaderisasi untuk masa depan kepengurusan Masjid. 

Pernyataan berbeda mengenai pertanyaan yang dilemparkan oleh 

peneliti dijelaskan oleh Bapak S. A. W. Menurut Bapak S. A. W 

manajemen keuangan ada organisasi nirlaba seperti Masjid tidak ada 

salahnya juga mencari profit maksudnya tidak selamanya Masjid itu 

berdiri sebagai organisasi non profit. Seiring berkembangnya zaman, 

seharusnya  Masjid dapat berkembang menjadi profit center. Dengan 

tujuan Masjid dijadikan profit center yaitu untuk mensejahterakan 

jamaahnya. Adanya profit center itu didasarkan atas adanya temuan 

Adnan (2014) bahwasannya masih ditemukan dana infaq yang belum 

dikelola secara maksimal atau idle cash. Misalnya terdapat idle cash dari 

dana umat, daripada menumpuk akan lebih baik digulirkan untuk usaha 

seperti angkringan, sewa penginapan dalam bentuk pinjaman atau secara 

bisnis sehingga nanti ada profit sharing yang didapatkan oleh Masjid 

tersebut. 

Pernyataan lain sebagai pendukung datang dari opini Bapak M. A. 

Menurut Bapak M. A pola manajemen keuangan pada organisasi nirlaba 

seperti Masjid didasarkan pada hal utamanya yaitu apakah Masjid 
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tersebut sudah sesuai dikatakan sebagai sebuah organisasi. Dimana 

sebuah organisasi itu tersusun atas pengurus dan anggota, sehingga ada 

ikatan antara organisasi dan anggota. Dimana apabila jamaah tersebut 

belum bisa disyaratkan memiliki kewajiban berbeda dengan anggota yang 

tentu memiliki kewajiban yang telah ditentukan sesuai dengan SOP. 

Apabila dari syarat yang telah ditentukan sudah dapat disebut organisasi, 

kemudian dibutuhkan manajemen. Apabila ukuran organisasi tersebut 

adalah organisasi nirlaba maka ukuran yang dibutuhkan yaitu ukuran non 

profit khususnya manajemen keuangan. Ukuran yang diperlukan pada 

organisasi nirlaba seperti kinerja keuangan, kinerja sumber daya manusia, 

atau operasional. Dari ukuran tersebut dapat dilihat juga dari sumber dana 

yang dihimpun oleh Masjid itu dari mana saja, baik shodaqoh dan infaq 

jamaah 

Sebagaimana menjawab dari rumusan masalah mengenai 

bagaimana pola perbandingan manajemen keuangan pada tiga Masjid 

besar di Yogyakarta, berikut penjelasan dari perspektif pakar: 

(1) Struktur organisasi dan pemisahan fungsi 

Masjid merupakan sebuah organisasi yang kompleks mengingat 

berbagai kegiatan dilaksanakan didalam Masjid seperti perayaan hari 

besar, diskusi, kajian agama, pengajian, santunan, belajar Al Qur’an, 

dan sebagainya. Layaknya sebagai sebuah organisasi lainnya, Masjid 

pun memiliki struktur organisasi. Menurut Bapak R. S mengenai 

struktur organisasi berpendapat bahwa : 
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“... struktur itu merupakan kendaraan bagi organisasi artinya 

kalau kendaraan harus disesuaikan dengan tujuan, tujuan 

organisasi ini apa. Aturannya itu harusnya strategi Masjid 

seperti apa, nah untuk mencapai strategi itu butuh kendaraan 

seperti apa...” 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak A.A bahwa: 

“Pemisahan fungsi pada suatu organisasi nirlaba seperti Masjid 

memang harus ada. Hal tersebut dikarenakan agar mudah 

untuk menggerakkan roda organisasi”. 

 

Kedua opini tersebut didukung oleh opini Bapak R. M yang 

menyatakan bahwa: 

“... tentunya ada lah disetiap organisasi mesti ada. Ada 

pemisahan fungsi seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan 

terdapat standart operating procedure (SOP) dan lain 

sebagainya”. 

 

Dengan adanya struktur organisasi maka akan menggambarkan 

fungsi masing-masing bagian atas wewenang yang dimilikinya, luas 

tanggung jawab yang harus dipikulnya, hubungannya dengan bagian 

lain. Struktur organisasi Masjid dapat disederhanakan atau 

dikembangkan sesuai dengan program dan tujuan dari sebuah Masjid 

yang mungkin antara satu Masjid dengan Masjid lainnya memiliki 

perbedaan struktur. Hal tersebut sesuai dengan opini yang 

diungkapkan oleh Bapak R. S : 

“... itulah kenapa masing-masing organisasi memiliki struktur 

yang berbeda, karena strategi mereka itu berbeda. Yang 

penting itu ada tata kelola yang baik, tata kelola yang baik itu 

apa, ya pertama dia harus transparan, akuntabel, rensponsibel, 

dan harus fear, nah dari itu ada mekanisme, minimal ada 3 

organnya yaitu ada pengawas atau penasehat, pemilik atau 

perwaakilan atau jamaah, pengelola atau pengurus, nah 

dikelola itu ada prinsipnya, tata kelola yang baik. Contohnya 
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harus ada pemisahan antara yang keuangan dan non keuangan, 

jadi kalau dia telah menerapkan prinsip itu tidak masalah”. 

 

Bapak S. A. W juga mengungkapkan opininya mengenai pemisahan 

fungsi bahwa: 

“Dengan adanya program-program tersebut nah didalamya 

pasti sudah ada pemisahan fungsi yang sudah jelas, kalau tidak 

ada pemisahan tidak akan mungkin roda organisasi tersebut 

bergerak”. 

 

(2) Kriteria pemilihan personalia 

Masing-masing struktur organisasi tersebut dilaksanakan dan 

diberikan tanggungjawab kepada seseorang pengurus sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. Dimana masing-masing pengurus 

mengemban tugas dan tanggung jawab selama masa 

kepengurusannya. Karena itu pengurus atau kepengurusan sebuah 

Masjid sebaiknya mempunyai masa jabatan tertentu, misalnya 1 

periode akan bekerja selama 2 tahun, 3 tahun atau selama-lamanya 5 

tahun. Oleh karena itu dibutuhkan pergantian kepengurusan sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peraturan takmir Masjid. 

Adanya masa jabatan tertentu atau pergantian kepengurusan juga 

diungkapkan oleh Bapak A. A bahwa: 

“Kepengurusan sebagai dasar regenerasi suatu organisasi 

dimasa mendatang. Regenerasi memang diperlukan namun 

apabila kepengurusan tersebut belum mengalami regenerasi 

secara keseluruhan selama jamaah memiliki kepercayaan serta 

tujuan dan program kegiatan terus dapat dicapai dirasa tidak 

ada masalah”. 

 

Opini tersebut selaras dengan opini Bapak S. A. W bahwa: 
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“... sebuah organisasi yang baikkan tentunya ada evaluasi, 

target, dan capaian yang harus dikejar. Kalau misalnya punya 

target dan capaiannya lalu dievaluasi kalau hasil capaiannya 

memenuhi targetnya berartikan kinerjanya bagus layak 

dipertahankan, tapi kalau setelah dievaluasi banyak capaian 

yang belum tercapai dan seharusnya pengelolaan yang baik itu 

diganti, jadi tidak bisa kita mengukur bagus atau tidak. Kalau 

memang selama bertahun-tahun banyak pencapaian yang 

bagus, berarti dia bisa mengarungi secara mendalam, tapi kalau 

selama bertahun-tahun itu tidak ada evaluasi nah itu yang biasa 

disebut tidak ada orang”. 

 

Selain itu Bapak M. A  juga mengungkapkan opininya mengenai masa 

jabatan kepengurusan bahwa:   

“ Ya, karena ini bukan lembaga bisnis, tergantung jamaahnya 

merasa dia sudah amanah, karena itu lembaga sosial yang tidak 

digaji kan posisinya, ya ga usah dipaksakan untuk diganti. 

Untuk mencari pengurus Masjid itu juga susah, tidak masalah. 

Asal ada amanah, shidiq, tabligh nya terjaga atau tidak, kalau 

terjaga tidak masalah”. 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak R. M mengenai 

kepengurusan Masjid yang berlangsung selama bertahun-tahun: 

“Nah itu kultur, Masjid itu kulturnya belum tergantikan kalau 

pada masyarakat kita dalam konteks Masjid dia lebih banyak 

pada kepercayaan personalnya. Jadi kalau sudah percaya 

dengan seseorang, mereka itu menjadi saya tarik berbeda dari 

organisasi yang lain. Idealnya memang harus ada. Cuma 

kadang Masjid itu dekat dengan masyarakat gitu ya, dan secara 

kultur Masjid itu mereka tetap kesitu sampai tutup usiapun 

tetap masih disitu sehingga ini sebagai penghargaan. Beda 

kalau Masjid tidak berbasis dengan masyarakat lokal itu masih 

bisa dilakukan pergantian secara periodik”. 

 

Meskipun sebenarnya kriteria pemilihan personalia merupakan bagian 

dari proses seleksi kepengurusan yang harus ada. Kriteria pemilihan 

personalia untuk keperluan regenerasi dibuat sesuai dengan ketentuan 

yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
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(3) Perumusan strategi 

Untuk menjawab rumusan masalah satu ini, Anthony dan 

Govindarajan (2009) menyatakan perumusan sebuah strategi 

merupakan sebuah proses untuk pengambilan keputusan, serta 

mengawasi proses dalam melaksanakan suatu tugas secara efektif dan 

efisien. Oleh sebab itu, Masjid sebagai lembaga keagamaan harus 

memiliki strategi untuk pengelolaannya sehingga dapat mencapai 

tujuan Masjid tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak A. A 

bahwa: 

“... pengimplementasian sebuah strategi pada masing-masing 

organisasi seperti Masjid akan berbeda-beda sesuai dengan 

tujuan organisasi tersebut yang nantinya hal tersebut menjadi 

sebuah proses melayani umat”. 

 

Opini berbeda diungkapkan oleh Bapak R. M mengenai perumusan 

strategi Masjid bahwa: 

“... penerapan good governance dalam perumusan strategi 

Masjid dapat dibentuk dengan pola kaderisasi dan regenerasi 

yang efektif untuk menjamin kelangsungan dan kemajuan 

organisasi takmir Masjid”. 

 

Selaras dengan opini Bapak A A bahwa Bapak M. A menyatakan 

opininya: 

“Struktur organisasi satu dengan yang lain berbeda-beda, ini 

yang jadi masalah dalam penerapan strategi yang berbeda pula. 

Disesuaikan saja dengan AD-ART nya kalaupun belum ada ya 

disesuaikan. Prinsipnya selama itu dia punya, artinya ada dana 

cadangan untuk pengembangan, dimana kalau Masjid-Masjid 

itu yang punya dana cadangannya yang paling banyak disitu 

yang tidak bagus kalau dari aspek keuangan tapi kalau dari 

aspek kegiatan, kegiatan itu macam-macam to..”. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa perumusan strategi masing-

masing organisasi itu berbeda-beda sesuai dengan tujuan organisasi 

tersebut mau berjalan dan mau bergerak seperti apa untuk mencapai 

tujuan organisasinya. 

(4) Perencanaan anggaran 

Anthony dan Govindarajan (2009) menyatakan bahwa 

anggaran merupakan salah satu rencana yang disusun untuk membuat 

rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan yang 

direncanakan. Sehingga anggaran yang dibuat dapat mencapai tujuan 

dalam organisasi seperti alat penentu dalam melaksanakan sebuah 

kegiatan. Serta dapat pula berperan sebagai alat perencanaan dan 

pengendalian dalam sebuah organisasi. Berdasarkan hal tersebut 

Bapak R. S mengungkapkan opininya mengenai perencanaan 

anggaran: 

 “Nah secara umum, problemnya itu tidak punya planning, 

jadi ketika ia tidak punya planning maka ketika dia punya uang 

lebih bingung dia untuk apa, sehingga nanti yang akan muncul 

berbasis keinginan ooo ini pakai AC lalu beli AC, ooo ini 

karpetnya jelek diganti. Tidak dikaji kebutuhannya itu 

sebenarnya itu apa. Maka jarang sekali Masjid yang punya 

renstra (rencana strategis) 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. 

Sebenarnya akar masalahnya disitu, kenapa kok tidak masalah 

mencatat apa kok apa, tapi membangun kesadaran terlebih 

dahulu berarti uangnya umat. Yang kedua supaya dia bisa 

mengelola dengan baik maka dia harus sadar dia harus punya 

rencana. Ini sepuluh tahun sampai dua puluh tahun jamaahnya 

masih cukup ngga, kalau ngga harus bagaimana itu harus di 

planning . Jadi uang saldo nol itu tidak harus dihabiskan tapi 

dibelanjakan hari ini ya hari ini jangan ditunda. Kalau 

kebutuhannya untuk sepuluh tahun kedepan ya ditabung dulu 

tapi uda jelas tujuannya. Kalau dia memahami kebutuhan ini 

maka secara sadar dia akan butuh laporan keuangan, karena 
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tanpa laporan keuangan dia tidak mempunyai pembanding atas 

rencana yang ia buat. Karena manajemen sederhana kan itu 

punya anggaran, realisasi anggaran, nah perbedaan antara 

anggaran dan realisasi itu yang ditindaklanjuti. Itu toolsnya 

seperti itu..”. 

 

Opini lainnya juga diungkapkan oleh Bapak M. A mengenai 

perencanaan anggaran: 

“Dalam perencanaan anggaran tentunya hanya semata-mata 

takmir atau masyarakat sekitar ikut, sebab teori partisipasi 

anggaran itu jauh lebih baik. Untuk mereka bisa terlibat disitu, 

ya harus dipertegas hak dan kewajibannya, istilah dalam 

organisasinya itu harus ada pusat pertanggungjawabannya ... 

Nah menggambarkan perencanaan itu belum baik, nah kalau 

perencanaan sudah baik sudah jelas sudah punya target yang 

diperoleh sehingga kita bisa membuat perencanaan satu tahun 

kedepan”. 

 

Seringkali perencanaan anggaran dikesampingkan, padahal apabila 

tersusun secara baik perencanaan anggaran dapat memberikan 

pedoman untuk mengatur kebutuhan sumber daya Masjid. Sehingga 

anggaran yang direncanakan nantinya dapat terealisasi sesuai dengan 

tujuan Masjid. Perencanaan anggaran dapat dibentuk bersama pihak-

pihak terkait dan dapat juga disusun dalam masing-masing program 

kegiatan pada setiap bironya. 

(5) Pelaporan keuangan  

Horngren, et al (2007) menyatakan bahwa akuntansi 

merupakan suatu proses pengolahan data keuangan yang diolah 

menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan 

sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Pelaporan keuangan 

pada organisasi nirlaba seperti Masjid memiliki perbedaan dengan 
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organisasi lainnya. Hal tersebut sesuai dengan opini yang disampaikan 

oleh Bapak A. A “ 

“Pada organisasi nirlaba seperti Masjid, Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) berbeda dengan peraturan yang 

ada pada perusahaan umum. Dalam pelaporan keuangannya 

pada organisasi nirlaba seperti Masjid juga memiliki laporan 

keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan 

perusahaan. Hanya saja, seharusnya pada Masjid harus 

memiliki basis akrual, dimana aset yang dimiliki oleh Masjid 

tersebut harus dipertanggungjawabkan meskipun Masjid juga 

perwakilan dari jamaah itu sendiri. Selain basis akrual, 

tentunya basis kas juga diperlukan untuk mengetahui 

penyaluran, pengelolaan dana yang dihimpun oleh Masjid dari 

pihak jamaah”. 

 

Kemudian peneliti menanyakan apabila takmir Masjid belum 

melaporkan pelaporan keuangan tersebut. Menurut Bapak R. S: 

“Yang pertama dimulai dari kesadaran. Kesadaran dari takmir, 

uang yang mereka kelola itu uangnya siapa, kalau mereka 

berpendapat itu uangnya takmir berarti mereka terjadi 

kesalahan pemahaman, karena itu uangnya umat. Jadi 

logikanya kalau dia dapat uang dari umat, berartikan itu 

akadnya titipan atau bahasa umumnya akadnya utang. Akad 

orang utang, afdolnya menyegerakan pelunasan, harus 

disampaikan kepada yang berhak. Karena orang itu tidak 

mengasihkan uang itu ke takmir, tapi ia menitipkan untuk 

jadikan biaya pembangunan Masjid, untuk bantu yatim piatu, 

untuk memperbaiki sarana prasarana jamaah. Sehingga pola 

uangnya milik jamaah umat. Yang kedua supaya dia bisa 

mengelola dengan baik maka dia harus sadar dia harus sadar 

dia harus punya rencana. Nah kesadaran pertama itu perlu 

dibangun, karena masih banyak Masjid yang bangga kalau 

uang saldo dikasnya itu besar, berarti mengendap atau ada 

problem dalam proses penyalurannya”. 

 

Berbeda dengan tanggapan yang dari Bapak M. A atas pertanyaan 

yang peneliti tanyakan. Bapak M. A menyebutkan bahwa : 

“... kembali lagi ya, apakah Masjid itu sudah, kalau menurut 

saya diusahakan, bisa saja Masjid dimintai pelaporan keuangan 

tapi apakah semua Masjid seperti itu, kalau ngga Masjid itu 
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punya badan membentuk lembaga namanya LAZIS Masjid apa 

nah itu harus didaftar, kenapa harus didaftarkan karena dia 

memungut dari publik maka didaftarkan, dari jamaah, kalau 

tidak ya ngga papa belum membuat pelaporan keuangan yang 

sesuai dengan PSAK No. 109. Nah kalau PSAK No. 45 itukan 

baru ada draftnya baru saja disusun, maka saya belum dapat 

draft tentang Masjid. Maka kembali lagi sebenarnya namanya 

standar itu, bukan sesuatu yang 100% harus wajib diikuti, 

karena standar itu hanya sifat pedoman bagi yang punya 

kepentingan. Siapa yang punya keentingan dalam Masjid, ya 

jamaah. Karena disini berbeda dengan perusahaan, kalau 

dipabrik sudah jelas peraturannya jadi harus menyajikan 

laporan keuangan secara periodik atau annual yang sudah 

diaudit, karena apa itu ada pertanggungjawaban ke publik 

jelas, misal ada investor, jamaahkan ngga dilindungi, jadi 

menurut saya kalai PSAK itu sudah mempunyai lembaga zakat 

harus dikenai aturannya...”. 

 

Dalam tanggapan yang diberikan selanjutnya Bapak M. A memiliki 

opini yang sejalan dengan pernyataan Hongren (2009) bahwa: 

“... secara umum laporan keuangan itu memberikan manfaat 

dalam pengambilan keputusan, ya termasuk masyarakat juga 

punya keputusan saya bayar infaq itukan saya harus tau, bukan 

mengurangi nilai keikhlasan tapikan minimal saya harus tau 

infaq yang saya berikan itu disalurkan kemana, itu adalah 

kepentingan saya sehingga saya ada keputusan ekonomi saya 

untuk infaq atau tidak, maka supaya keputusan relevan perlu 

informasi laporan keuangan”.  

 

Berbeda dengan pertanyaan sebelumnya, peneliti kembali 

mempertanyakan mengenai pelaporan keuangan yang masih disusun 

secara sederhana belum sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan 

adanya pertanyaan tersebut Bapak R. M memberikan opininya bahwa: 

“... dana yang dikelola oleh Masjid hampir sama dengan 

Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kalau organisasi nirlaba seperti 

Masjid itukan menerima zakat, infaq, dan wakaf. Sehingga 

sebenarnya lebih cocok menggunakan PSAK No. 109. Kalau 

PSAK No. 45 ada beberapa dana yang tidak bisa diakomodasi, 

artinya mungkin masih kombinasi. Karena dengan wakaf 

sendiri belum ada aturan organisasinya mengenai 
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pengelolaannya. Soalnya kan PSAK No. 109, bukan PSAK 

No. 45. Kalau PSAK No. 45 itu biasa dipakai yayasan..”. 

 

(6) Evaluasi 

Evaluasi pada lembaga keagamaan seperti Masjid dapat 

digunakan sebagai alat pengontrol untuk mengukur apakah kegiatan 

atau program yang direncanakan sudah terealisasi dengan baik. Selain 

itu juga berfungsi sebagai pusat informasi bagi pihak pengambil 

keputusan untuk mengambil kebijakan yang akan dilakukan. 

Berdasarkan pernyataan tersebut senada dengan opini Bapak R. S 

bahwa:  

“... kemudian setelah adanya pelaporan harus ada mekanisme 

evaluasi, evaluasi internal bagaimana penasehat atau pengawas 

akan merewiew laporan keuangan dan kalaupun ini nanti sudah 

cukup besar ada pendanaan seperti yang dilakukan beberapa 

Masjid di Jakarta Surabaya itu ada audit eksternal karena ini 

dana umat yang perlu dipertanggungjawabkan dan dijelaskan 

kegunaannya kepada masyarakat atau akuntabilitasnya harus 

dijamin. Kemudian langkah terakhir action, dari evaluasi-

evaluasi tersebut dipelajari sehingga nanti jadi masukan proses 

peganggaran untuk tahun berikutnya. Ada proses perbaikan 

terus menerus. Sehingga apabila evaluasi ini dilakukan maka 

penggunaan dana Masjid itu akan berdasarkan pada kebutuhan 

bukan keinginan, jadi belanja atas apa yang dibutuhkan bukan 

yang diinginkan...”. 

 

Hal tersebut juga didukung dengan opini Bapak S. A. W yang 

menyebutkan bahwa: 

“Sebuah organisasi yang baik tentunya ada evaluasi, target, 

dan capaian yang harus dikejar. Kalau misalnya punya target 

dan capaiannya lalu dievaluasi kalau hasil capaiannya 

memenuhi targetnya berartikan kinerjanya bagus layak 

dipertahankan, tapi kalau setelah dievaluasi banyak capaian 

yang belum tercapai seharusya ada perbaikan...”. 

 

 



78 
 
 
 

 

 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, didapatkan opini dari 

para pakar  mengenai manajemen keuangan pada Masjid yang seharusnya, 

kemudian peneliti melakukan pekerjaan lapangan selanjutnya yaitu 

melakukan wawancara dengan takmir Masjid Jogokariyan, takmir Masjid 

Muttaqien, dan takmir Masjid Gedhe Kauman. Kemudian hasil wawancara 

takmir Masjid tersebut disesuaikan dengan opini dari para pakar mengenai 

manajemen keuangan pada Masjid yang seharusnya melalui uji Kredibilitas, 

sehingga diperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi saat ini.  

2. Indikator Manajemen Keuangan dari Perspektif Takmir Masjid 

Berdasarkan rumusan masalah mengenai bagaimana perbandingan 

pola manajemen keuangan pada Masjid, berikut informasi wawancara yang 

dilakukan peneliti kepada takmir Masjid atas pengelolaan manajemen 

keuangan yang dilakukan saat ini: 

a) Struktur organisasi dan pemisahan fungsi  

Pemisahan tugas pokok dan fungsi salah satunya dengan 

pembentukan struktur organisasi. Griffin dan Elbert (2010) menyatakan 

struktur organisasi dalam sebuah organisasi merupakan hal yang sangat 

penting dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya. 

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak W. T. R selaku 

takmir Masjid Jogokariyan peneliti bertanya mengenai struktur 

kepengurusan kemudian Bapak W. T. R menyebutkan bahwa: 

“Alhamdulillah, struktur kepengurusan Masjid Jogokariyan 

tersusun atas warga Jogokariyan. Karena prinsip kita dari Masjid 

membangun umat, sehingga warga sekitar Jogokariyan dari mulai 

remaja sudah memiliki rasa tanggung jawab akan Masjid tersebut. 
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Adanya proses kaderisasi itu juga telah membangu generasi muda 

yang lebih baik demi calon kepengurusan yang baik pula”. 

 

Selanjutnya peneliti mencoba mengajukan pertanyaan lainnya mengenai 

masa jabatan kepengurusan yang terjadi pada Masjid Jogokariyan kepada 

Bapak W. T. R bahwa: 

“Alhamdulilah, Kepengurusan Masjid Jogokariyan telah memiliki 

bagan susunan pengurus, dan selama satu periode akan mengabdi 

selama 4 tahun. Pemilihan takmir terakhir tahun 2015 hingga 

masa akhir kepengurusan tahun 2019. Dan sampai sekarang kami 

bersyukur Masjid Jogokariyan terus berkembang dan lebih 

bermanfaat bagi umat.” 

 

Bapak W. T. R juga menjelaskan mengenai bentuk pemisahan fungsi 

yang ada pada Masjid Jogokariyan bahwa:  

“Bagan susunan kepengurusan organisasi dibuat secara 

sederhana, walaupun begitu tugas pokok dan fungsi dari masing-

masing pengurus tetap produktif. Untuk kepengurusan Masjid 

Jogokariyan memiliki 30 biro, dimana masing-masing biro 

memiliki bendahara masing-masing. Hal tersebut dilatarbelakangi 

oleh pos pemasukan cukup banyak, sehingga adanya pemisahan 

biro-biro tersebut dirasa lebih optimal”. 

 

Pernyataan lain diungkapkan oleh Bapak A. R selaku takmir Masjid 

Muttaqien mengenai struktur kepengurusan mengungkapkan bahwa : 

“Jadi Mba, Masjid Muttaqien memiliki Yayasan dan Ketakmiran. 

Keduanya memiliki tugas pokok dan fungsi kepengurusan 

masing-masing. Yayasan Masjid Muttaqien merupakan badan 

usaha milik Masjid Muttaqien. Yayasan Masjid Muttaqien 

berbentuk notaris, sewa parkir, sewa kamar mandi dan lain-lain. 

Yayasan ini membawahi badan usaha yang menghimpun dana 

hasil usaha yang dijalankan. Mohon maaf sebelumnya, 

pembahasan yayasan hanya untuk kami internal saja. Selain itu 

mengenai ketakmiran Masjid Muttaqien juga memiliki tugas 

pokok dan fungsi kepengurusannya sendiri. Takmir Masjid 

Muttaqien merupakan pengurus Masjid Muttaqien yang mengatur 

program kegiatan, mengelola dana infaq, dan melaksanakan roda 

organisasi Masjid Muttaqien”. 
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Kemudian peneliti memberikan pertanyaan lain mengenai kondisi 

pemisahan fungsi pada masing-masing kepengurusan. Menurut Bapak A. 

R menyebutkan bahwa: 

“Pemisahan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi secara 

sederhana. Namun tidak ada pengelompokkan biro-biro dalam 

setiap program kegiatannya, sehingga semua program kegiatan 

yang diselenggarakan diurus secara bersama-sama. Jadi, apabila 

ada salah satu yang meninggal atau sakit saling menggantikan 

tugas dan fungsi porsi kepengurusan tersebut. Seperti yang 

sedang saya lakukan ini, sekarang saya menjadi penyetor 

dikarenakan Bendahara Takmir Masjid Muttaqien meninggal 

dunia sehingga disini saya menggantikan peran beliau”. 

 

Hal lain diungkapkan oleh Bapak R. W selaku takmir Masjid Gedhe 

Kauman mengenai struktur organisasi yang ada pada saat ini bahwa: 

“Apabila disusun dari atas Masjid Gedhe Kauman itu dimiliki 

oleh Kraton Yogyakarta dan diawasi oleh Penghulu atau 

Pengulon. Namun mengenai peribadatan semua diatur oleh 

Keengurusan Takmir secara mandiri. Baik kegiatan rutin, 

kegiatan periodik, kegiatan insidental , dan kegiatan sosial 

dibawah pengawasan Kraton Yogyakarta dan Penghulu atau 

Pengulon. Struktur kepengurusan pada Masjid Gedhe Kauman ini 

sudah periode ke 6/8 saya lupa-lupa ingat. Satu periode 

berlangsung selama 5 tahun. Struktur kepengurusan itu terbentuk 

atas pemilihan dari pihak Penghulu atau Pengulon dengan 

sepengetahuan pihak Kraton Yogyakarta”. 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai kondisi fungsi setiap 

kepengurusan. Menurut Bapak R. W selaku takmir Masjid Gedhe 

Kauman menyebutkan bahwa: 

“Alhamdulilllah kepengurusan disini sangat independen terutama 

dalam mengelola Masjid. Pada Masjid Gedhe Kauman ini jumlah 

jamaahnya yang dapat dikatakan banyak. Oleh karena itu 

kepengurusan juga sangat ketat dalam mengelola keuangan. 

Apalagi jika ada yang menawari kerjasama dalam melakukan 

kegiatan. Kerja sama yang ditawarkan tidak begitu seketika kami 

langsung terima, kami telisik dulu dari mana, tujuannya apa, 

karena hal tersebut jangan sampai memberikan efek negatif 
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kepada Masjid. Sebab jumlah kegiatan yang tidak sedikit 

membutuhkan dana yang cukup besar sehingga banyak pihak-

pihak yang ingin membantu kegiatan di Masjid Gedhe Kauman. 

Disisi lain juga Masjid Gedhe Kauman juga sudah dijadikan 

sebagai cagar budaya sehingga apabila ada bantuan pembangunan 

atau perbaikan, donatur atau pihak kerja sama tersebut harus 

mengikuti peraturan yang berlaku baik dari pemerintah setempat, 

dinas terkait, maupun pihak Kraton Yogyakarta”. 

 

Untuk bentuk pemisahannya pada setiap fungsi, menurut Bapak R. W 

selaku takmir Masjid Gedhe Kauman menyebutkan bahwa:  

“Bentuk pemisahan tugas dalam kepengurusan itu adanya 

pembagian bidang-bidang khusus yang memiliki tugas tertentu 

dalam menjalankan tugasnya. Selain itu juga terdapat pemisahan 

bendahara yaitu bendahara penerimaan dan bendahara 

pengeluaran”. 

 

Berdasarkan opini tersebut dapat disimpulkan bahwa Masjid 

Jogokariyan, Masjid Muttaqien, dan Masjid Gedhe Kauman memiliki 

struktur organisasi pada kepengurusannya selaras dengan opini para ahli 

syariah bahwasannya setiap organisasi harus memiliki struktur 

kepengurusan dan pemisahan fungsi. Selain memiliki struktur organisasi, 

masing-masing fungsi kepengurusan juga telah memiliki tugas tertentu 

yang sudah jelas terpisah, sehingga tiap kepengurusan mampu 

mengemban apa yang telah diamanahkan oleh kepengurusan Masjid. 

b) Kriteria pemilihan personalia 

Kriteria pemilihan personalia merupakan sebuah rangkaian 

kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga pemenuhan 

kebutuhan personalia suatu organisasi dengan orang – orang yang 

memiliki kriteria pilihan. 
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Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Bapak W. T. R 

peneliti bertanya mengenai kriteria pemilihan personalia pada Masjid 

Jogokariyan untuk regenerasi takmir selanjutnya. Menurut Bapak W. T. 

R selaku takmir Masjid Jogokariyan menyebutkan bahwa:  

“Kriteria kita akumulasikan dari adanya rantai kaderisasi yaitu 

dari HAMAS, RMJ, KURMA, UMIDA. Selain itu juga, rasa 

kesadaran dan kecintaan sejak dini kepada Masjid sehingga secara 

otomatis ia sejak kecil akan aktif tergabung dalam himpunan yang 

ada di Masjid Jogokariyan”. 

  

Senada dengan opini Bapak W. T. R, Bapak R. W selaku takmir Masjid 

Gedhe Kauman juga menyebutkan adanya kriteria tertentu dalam 

pemilihan personalia dalam regenerasi takmir Masjid. Menurut Bapak R. 

W menyebutkan bahwa: 

“Kriteria mengenai syarat mutlak atau syarat utama harus warga 

Kauman, sepemahaman, dan jamaah aktif Masjid Gedhe Kauman. 

Disisi lain syarat umum juga memenuhi seperti mentaati syariat 

Islam dan menjauhi larangannya, serta syarat umum sebagaimana 

menjadi muslim yang sebenarnya. Serta calon Kepengurusan 

Takmir juga dipilih atas persetujuan Penghulu atau Pengulon, 

sebab Masjid Gedhe Kauman diawasi oleh Penghulu atau 

Pengulon tersebut. Untuk keputusan mengenai terpilih atau 

tidaknya caon kepengurusan dipertimbangkan bersama-sama 

dengan kepengurusan takmir lainnya”. 

 

Namun bertolak belakang dengan opini yang disampaikan oleh Bapak H. 

B selaku takmir Masjid Muttaqien. Menurut Bapak H. B menyebutkan 

bahwa: 

“Tidak ada kriteria tertentu, calon kepengurusan dibimbing dan 

diajak agar mau menjadi Takmir Masjid Muttaqien sebab jarak 

rumah ke Masjid cukup jauh, soalnya lingkungan Masjid itu kan 

pasar bukan pemukiman sehingga sulit untuk mencari yang mau. 

Kepengurusan Takmir Masjid Muttaqien hingga sampai saat ini 

belum pernah melakukan pergantian keseluruhan, periode yang 

ada sampai saat ini sudah berlangsung sejak ± 20 tahun yang lalu 
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dan masih awet. Hanya saja menggantikan apabila salah satu 

takmir yang sudah berumur atau meninggal”. 

 

Berdasarkan opini yang telah disebutkan oleh para ahli syariah 

sebelumnya bahwasannya kepengurusan yang baik adalah kepengurusan 

yang selalu berganti atau memiliki masa jabatan. Hal tersebut apabila 

dibandingkan dengan kondisi dilapangan yang terjadi pada saat ini 

Masjid Jogokariyan dan Masjid Gedhe Kauman melakukan pergantian 

kepengurusan sesuai dengan masa jabatan yang berlaku. Hal tersebut 

bertolak belakang dengan Masjid Muttaqien yang tidak memiliki kriteria 

pemilihan personalia dalam regenerasi kepengurusannya dengan alasan 

yang cukup kuat yaitu takmir menyebutkan lokasi Masjid Muttaqien 

berdiri dilingkungan publik bukan di area pemukiman, sehingga hal 

tersebut menjadi sebuah alasan sulitnya mencari regenerasi takmir. 

c) Perumusan strategi dalam pola pengelolaan keuangan 

Anthony dan Govindarajan (2009) menyatakan perumusan sebuah 

strategi merupakan sebuah proses untuk pengambilan keputusan, serta 

mengawasi proses dalam melaksanakan suatu tugas secara efektif dan 

efisien. 

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Bapak W. T. R 

mengenai strategi yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan pada 

Masjid Jogokariyan. Menurut Bapak W. T. R menyebutkan bahwa: 

“Terdapat strategi yang dilakukan oleh kepengurusan Masjid 

Jogokariyan dalam pengelolaan keuangan. Strategi yang 

diterapkan antara lain Gerakan Infaq Mandiri atau Gerakan 

Jamaah Mandiri. Gerakan Jamaah Mandiri merupakan sebuah 

gagasan yang dibentuk oleh kepengurusan Masjid Jogokariyan 
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dengan mengajak jamaah untuk mandiri dalam berinfaq. Gerakan 

tersebut diawali dengan konsep perhitungan pengeluaran Masjid 

selama satu tahun, kemudian diperhitungkan dengan pembagian 

setiap bulan, setiap pekan, serta kapasitas Masjid hingga 

diperoleh infaq mandiri setiap jamaahnya”.  

 

Sejalan dengan Bapak W. T. R, Bapak R. W selaku takmir Masjid Gedhe 

Kauman juga mengungkapkan bahwa Masjid Gedhe Kauman 

menerapkan strategi tertentu dalam pengelolaan keuangannya. Menurut 

Bapak R. W menyebutkan bahwa: 

“Strategi yang ketat dilakukan oleh kepengurusan Masjid Gedhe 

Kauman dalam pengelolaan keuangan. Strategi yang ketat ini 

memberikan arti bahwa penggunaan keuangan yang bersumber 

dari jamaah harus benar-benar disalurkan sesuai dengan visi dan 

misi Masjid Gedhe Kauman. Kepengurusan Takmir dalam 

mengelola keuangan dituntut untuk independen dan bertanggung 

jawab baik kepada manusia maupun kepada Allah SWT. Sebagai 

Masjid Raya yang memiliki jamaah banyak, Masjid Gedhe 

Kauman ini banyak sekali yang ingin membantu untuk 

mendirikan foodcourt, ruko, memberikan donatur dan lain-lain. 

Namun lagi-lagi tidak semudah yang dibayangkan untuk 

membantu atau bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan, 

sebab takut disalahgunakan sebagai ajang kampanye pihak 

tertentu atau medongkrak popularitas melalui sumbangan-

sumbangan tersebut. Oleh karena itu Kepengurusan Takmir 

Masjid Gedhe Kauman dalam menjalankan tugasnya selalu 

mengkomunikasikan kepada penghulu atau pengulon, pihak 

Kraton Yogyakarta serta tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Apalagi sekarang Masjid Gedhe Kauman ini dijadikan sebagai 

cagar budaya sangat ketat sekali peraturannya untuk memperbaiki 

bangunan maupun mengecatnya karena harus melapor ke dinas 

yang terkait selain kepada kepemilikan Kraton Yogyakarta juga 

pengawasan Penghulu atau Pengulon”. 

 

Opini penerapan strategi pada pengelolaan keuangan juga disampaikan 

oleh Bapak M selaku takmir Masjid Muttaqien. Menurut Bapak M 

menyebutkan bahwa: 

“Strategi pengelolaan keuangan pada Masjid Muttaqien masih 

sangat sederhana. Dana yang dihimpun oleh Masjid Muttaqien 
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dikumpulkan dan dikembalikan lagi kepada umat Islam. Hal ini 

semata guna menjaga kemashlahatan umat Islam.” 

 

Menurut Bapak M selaku takmir Masjid Muttaqien stretegi yang 

diterapkan pada pengelolaan keuangan dengan dikelompokkan ke 

masing-masing posinya sehingga lebih mudah untuk menyalurkannya. 

Berdasarkan opini para pakar bahwasannya strategi pada sebuah 

organisasi memiliki prinsip masing-masing sesuai dengan tujuan 

organisasi. Pernyataan tersebut selaras dengan kondisi dilapangan pada 

saat ini bahwasannya Masjid Jogokariyan, Masjid Muttaqien, dan Masjid 

Gedhe Kauman memiliki startegi masing-masing dalam pola pengelolaan 

keuangannya, hal tersebut dikarenakan masing-masing Masjid tersebut 

memiliki program kegiatan dan tujuan organisasi sendiri. 

d) Perencanaan anggaran 

Anthony dan Govindarajan (2009) menyatakan bahwa, anggaran 

merupakan salah satu rencana yang disusun untuk membuat rangkaian 

kegiatan yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan yang direncanakan. 

Sehingga anggaran yang dibuat dapat mencapai tujuan dalam organisasi 

seperti alat penentu dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Serta dapat 

pula berperan sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam sebuah 

organisasi. 

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Bapak W. T. 

R selaku takmir Masjid Jogokariyan mengenai pentingnya rencana 

anggaran bagi suatu organisasi. Menurut Bapak W. T. R menyebutkan 

bahwa: 



86 
 
 
 

 

 

“Tentu saja ada, perencanaan anggaran yang dialokasikan 

dalam program kerja setiap biro dibahas pada rapat pimpinan 

dengan agenda urgensi program. Perencanaan anggaran dalam 

setiap program kegiatan berbeda-beda dikarenakan setiap biro 

memiliki kas masing-masing”. 

 

Hal tersebut senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak 

M selaku takmir Masjid Muttaqien bahwa: 

“Perencanaan anggaran dibahas pada rapat Takmir Masjid 

Muttaqien. Perencanaan anggaran disesuaikan dengan program 

kegiatan yang akan diselenggarakan. Perencanaan anggaran 

biasanya dilakukan insidental karena menyesuaikan dengan 

kapasitas kegiatan. 

 

Opini dari Bapak R. W selaku takmir Masjid Gedhe Kauman juga 

sejalan dengan kedua takmir Masjid lainnya. Menurut Bapak R. W 

menyebutkan bahwa: 

“Perencanaan anggaran yang dialokasikan digunakan ke dalam 

kegiatan Masjid Gedhe Kauman telah disusun sejak awal tahun 

dalam rapat yang diselanggarakan di awal tahun namun untuk 

kegiatan yang insidental dikomunikasikan dengan 

kepengurusan inti dibawah pengawasan Penghulu atau 

Pengulon. Rencana anggaran tersebut juga dapat dilihat dari 

realisasi tahun-tahun sebelumya. Seperti halnya perencanaan 

anggaran pada tahun 2017 diketahui sekitar Rp 

200.000.000.000, namun realisasinya hingga pertengahan 

bulan Desember tahun 2017 ini lebih dari Rp 200.000.000.000. 

Oleh karena itu kepengurungan Masjid Gedhe Kauman  

memiliki strategi tersendiri untuk mengatur keuangannya, baik 

dari pengecekkan pengeluaran sebelumnya juga mengatur 

pemasukan dana dari donatur”. 

 

Berdasarkan opini dari para ahli syariah betapa pentingnya 

perencanaan anggaran dalam sebuah organisasi guna menggerakkan 

roda organisasi yang maksimal sehingga dapat mencapai target yang 

direncanakan selaras dengan sesuai kondisi yang ada pada lapangan 

saat ini. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rencana anggaran 



87 
 
 
 

 

 

meskipun masih dalam bentuk sederhana dan dalam tempo yang 

sangat singkat, ketiga Masjid tersebut telah melakukan perencanaan 

anggaran sebagaimana mestinya. 

e) Pelaporan keuangan  

Horngren, et al (2007) menyatakan bahwa akuntansi 

merupakan suatu proses pengolahan data keuangan yang diolah 

menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan 

sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Pelaporan akuntansi 

pada organisasi nirlaba seperti Masjid memiliki perbedaan dengan 

organisasi lainnya. 

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Bapak W. T. 

R selaku takmir Masjid Jogokariyan mengenai pelaporan keuangan. 

Menurut Bapak W. T. R menyebutkan bahwa:  

“Mengenai pelaporan akuntansi belum ada, hanya berbentuk 

pengumuman yang ditempel di halaman Masjid dan 

dikomunikasikan kepada jamaah secara langsung. Selain 

ditempel dihalaman juga disimpan dalam komputer dan 

dicetak dalam buletin tahunan. Contohnya seperti BULIF yang 

ada pada setiap Idul Fitri”. 

 

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada Bapak 

R. W selaku takmir Masjid Gedhe Kauman. Menurut Bapak R. W 

menyebutkan bahwa: 

“Pelaporan dana yang dihimpun dilaporkan kepada jamaah 

dalm bentuk laporan yang ditempel di dinding sehingga 

siapapun dapat melihat sisa dana”. 

 

Senada dengan Bapak R. W, Bapak H. B selaku takmir Masjid 

Muttaqien menyebutkan bahwa: 
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“Kalau untuk pelaporan masih dilakukan dalam bentuk 

sederhana sekali. Hal ini disebabkan tidak adanya akuntan 

pada Masjid Muttaqien serta informasi yang didapatkan oleh 

jamaah terasa kurang maksimal apabila dibuat dalam bentuk 

pelaporan secara akuntansi”. 

 

Berdasarkan opini para pakar yang telah dimintai sebelumnya 

menegaskan bahwa dengan adanya rencana anggaran takmir Masjid 

akan menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang telah 

disusun dengan pihak terkait, bukan digunakan sesuai dengan 

keinginan. Sehingga rencana anggaran dapat menggerakkan roda 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan adanya realisasi 

anggaran. Atas dasar opini yang yang disampaikan oleh para ahli 

syariah selaras dengan kondisi saat ini pada Masjid meskipun 

perencanaan anggaran disusun oleh pihak internal Masjid namun 

seperti Masjid Jogokariyan tetap memberikan informasi rencana 

anggaran melalui penempelan di dinding Masjid. Sedangkan kedua 

Masjid lainnya melakukan rencana anggaran secara internal. 

f) Evaluasi 

Evaluasi pada lembaga keagamaan seperti Masjid dapat 

digunakan sebagai alat pengontrol untuk mengukur apakah kegiatan 

atau program yang direncanakan sudah terealisasi dengan baik. Selain 

itu juga berfungsi sebagai pusat informasi bagi pihak pengambil 

keputusan untuk mengambil kebijakan yang nantinya akan dilakukan. 

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Bapak W. T. R 

selaku takmir Masjid Jogokariyan menyebutkan bahwa: 
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“... yang sudahh-sudah itu evaluasi takmir dilakukan satu bulan 

sekali pada waktu rapat. Sedangkan evaluasi jamaah biasanya 

disampaikan secara langsung setelah sholat”. 

 

Kemudian pertanyaan yang sama diajukan kepada Bapak H. B selaku 

takmir Masjid Muttaqien. Menurut Bapak H. B menyebutkan bahwa: 

“Ya ada evaluasi. Evaluasi rutin yang dilakukan oleh takmir 

Masjid Muttaqien biasanya tiap akhir tahun, bulan Februari. 

Sedangkan evaluasi dengan jamaah biasanya dikomunikasikan 

langsung setelah sholat Jum’at”. 

 

Opini senada juga disampaikan oleh Bapak R. W selaku takmir 

Masjid Gedhe Kauman. Menurut Bapak R. W menyebutkan bahwa: 

“... mengenai evaluasi takmir inti dilkakukan ba’da sholat 

Jumat setelah takmir menghitung infaq jumatan. Sedangkan 

evaluasi tahunan biasa dilakukan pada awal tahun. Sedangkan 

melalui jamaah dikomunikasikan ba’da sholat Jumat di Masjid 

Gedhe Kauman”. 

 

Berdasarkan opini tersebut menunjukkan adanya keselarasan 

dengan opini yang disampaikan oleh para pakar sebelumnya. Menurut 

para ahli syariah sebelumnya evaluasi pada sebuah organisasi sangat 

dibutuhkan, dikarenakan adanya evaluasi tersebut dapat 

mengungkapkan bagaimana capaian yag telah dicapai, target yang 

telah direncanakan dan realisasi anggaran atas rencana anggaran 

sebelumnya. Berdasarkan kondisi yang ada dilapangan pada saat ini 

evaluasi dilakukan oleh takmir Masjid baik secara internal maupun 

dengan jamaah secara eksternal, sehingga dengan adanya evaluasi 

secara rutin ini takmir Masjid dapat terus menerus memperbaiki 

pengelolaan Masjid yang dirasa belum baik menjadi lebih baik. 
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Sebagaimana pekerjaan lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti atas 

wawancara yang telah dilakukan dengan para pakar dan takmir Masjid kemudian 

peneliti melakukan pembuktian antara opini para pakar dengan kondisi lapangan 

saat ini. Oleh karena itu perspektif dari pihak takmir Masjid yang telah diperoleh 

peneliti kemudian peneliti uji melalui uji kredibilitasnya dan uji konfirmasi 

konfirmasi dengan opini para pakar. Berikut hasil analisis uji kredibilitas dan uji 

konfirmasi sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan saat ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Penerapan 

Indikator Manajemen Keuangan  

Masjid Jogokariyan, Masjid Muttaqien, dan Masjid Gedhe Kauman 

 

Indikator Manajemen 

Keuangan 

Lokasi Penelitian 

Masjid 

Jogokariyan 

Masjid 

Muttaqien 

Masjid Gedhe 

Kauman 

Struktur organisasi dan 

pemisahan fungsi 
   

Kriteria pemilihan personalia    

Perumusan strategi    

Perencanaan anggaran    

Pelaporan keuangan     

Evaluasi    

Kesimpulan 

Sebagaimana opini yang telah disampaikan oleh para pakar mengenai indikator 

manajemen keuangan yang seharusnya, kemudian peneliti mencocokkan dengan 

fakta yang terjadi dilapangan saat ini melalui wawancara dengan takmir Masjid 

Jogokariyan, Masjid Muttaqien, dan Masjid Gedhe Kauman bahwasannya ketiga 

Masjid tersebut belum melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan akuntansi. 

Fakta yang terjadi dilapangan yaitu pelaporan keuangan masih dalam bentuk yang 

sederhana, hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh satu hal yaitu belum adanya 

akuntan atau ahli akuntansi yang membantu dalam pembuatan pelaporan 

keuangan. Oleh sebab itu, belum adanya penerapan akuntansi dalam pembuatan 

laporan keuangan pada Masjid oleh takmir dapat dilakukan dengan mengikuti 

pelatihan software keuangan masjid seperti simasjid.id dan sistamas yang 

diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  Sedangkan belum 

adanya penerapan indikator kriteria pemilihan personalia pada Masjid Muttaqien 

dapat merujuk proses regenerasi takmir pada Masjid Jogokariyan dan Masjid 

Gedhe Kauman.   

Sumber : data diolah primer 
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3. Indikator Manajemen Keuangan dari Perspektif Jamaah Masjid 

Sebagaimana tahap penelitian selanjutnya yang harus dilakukan 

oleh peneliti yaitu melakukan pekerjaan lapangan selanjutnya dengan 

menyebar kuesioner kepada jamaah aktif Masjid. Kuesioner tersebut 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan jamaah Masjid atas 

pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh takmir Masjid. Kuesioner 

tersebut diisi dengan cara memberikan centang () pada kolom yang telah 

disediakan. Kuesioner tersebut disebar kepada 30 responden pada tiap 

Masjidnya, dengan kriteria responden sebagai jamaah aktif Masjid. Bentuk 

penilaian pada kuesioner tersebut berupa skor, antara lain: 

a) Sangat Tidak Setuju (STS) :  1 poin 

b) Tidak Setuju (TS) :   2 poin 

c) Setuju (S) :    3 poin 

d) Sangat Setuju (SS) :   4 poin 

Berdasarkan penilaian yang telah diberikan oleh responden 

kemudian peneliti menghitung skor tertinggi yang didapat pada penilaian 

tiap indikatornya. Agar lebih ringkasnya peneliti menyajikan hasil analisis 

tiap Masjid sesuai dengan perolehan skor tertinggi atas jawaban dari 

responden.   
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Tabel 4.7 

Hasil Analisis Kuesioner Jamaah Masjid  

 

Indikator Manajemen Keuangan 

Berdasarkan TARIF (Transparency, 

Accountability, Responsibility, 

Independency, Fairness) 

Lokasi Penelitian 

Masjid 

Jogokariyan 

Masjid 

Muttaqien 

Masjid 

Gedhe 

Kauman 

T 

Perencanaan kegiatan yang telah 

dikomunikasikan kepada jamaah. 
3 3 3 

Pengelolaan dana yang telah 

dikomunikasikan kepada jamaah. 
3 3 4 

A 

Penggunaan dana operasional 

telah dilaporkan kepada jamaah. 
4 3 3 

Penyaluran dana telah dilaporkan 

kepada jamaah. 
4 3 3 

R 

Program kegiatan Masjid telah 

dilaksanakan dan dihadiri oleh 

jamaah. 

3 3 3 

Program kegiatan yang digelar 

sesuai dengan kebutuhan rohani 

jamaah 

3 4 4 

I 

Program kegiatan digelar bukan 

untuk kepentingan pribadi. 
3 3 3 

Program kegiatan yang diadakan 

terbuka untuk umum. 
4 3 3 

F 

Program kegiatan bermanfaat bagi 

jamaah. 
4 3 3 

Sarana dan prasarana menunjang 

jamah dalam melaksanakan 

ibadah. 

4 3 3 

Total Skor 35 31 32 

 

 Ketiga Masjid yang diteliti yaitu Masjid Jogokariyan, Masjid Muttaqien, 

dan Masjid Gedhe Kauman telah mengimplementasikan kelima prinsip TARIF 

(Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness) dengan 

baik. Pengimplementasian transparency menurut jawaban responden yang ada 

pada tiap Masjid sudah dilakukan secara optimal sehingga skor yang diperoleh 

pada tiap Masjid menunjukkan adanya komunikasi yang dilakukan oleh pihak 

takmir Masjid kepada jamaah Masjid. Pada aspek accountability yang 



93 
 
 
 

 

 

diimplemntasikan pada ketiga Masjid menunjukkan jawaban yang baik dari 

responden, hal ini menunjukkan bahwa struktur kepengurusan takmir Masjid telah 

melaksanakan penyaluran dana dan penggunaan dana sesuai dengan fungsinya, 

sehingga program kegiatan dapat berjalan secara efektif. Kemudian 

pengimplementasian aspek responsibility pada ketiga Masjid mendapatkan 

jawaban dari responden cukup baik, dimana takmir Masjid mampu melaksanakan 

kegiatan rutin secara terus menerus. Pada proses pengimplementasian aspek 

independency menunjukkan bahwa takmir Masjid pada ketiga Masjid tersebut 

telah mampu menjalankan amanahnya sesuai dengan yang diamanahkan. 

Sedangkan pada proses pengimplementasian aspek fairness menunjukkan bahwa 

takmir Masjid pada ketiga Masjid tersebut mampu memberikan sarana dan 

prasarana yang memadai bagi jamaah yang berkunjung dan melaksanakan ibadah 

di tiap Masjid.   

Berdasarkan perolehan data yang telah dioleh oleh peneliti, jika disusun 

berdasarkan perolehan skor, Masjid yang telah menerapkan prinsip TARIF 

(Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness) dengan 

baik adalah: 

(1) Masjid Jogokariyan dengan jumlah skor 35 

(2) Masjid Gedhe Kauman dengan jumlah skor 32 

(3) Masjid Muttaqien dengan jumlah skor 31 

 

 

 


